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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan
prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP-AP adalah menciptakan
komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. SOP-AP tidak
saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP-AP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan
ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP-AP,
karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki SOP-AP sebagai acuan dalam bertindak, agar
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

untuk mewujudkan good governance.
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Subbagian
Umum dan Kepegawaian



Nomor SOP 523/01/DKP-SOP.1//2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang xnmmm-i—_-: .
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP EO I A e 0o Dt oL 8

_my- Hukum

Kualifikas| pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2012 tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN

1977 tentang Peraturan Gaiji PNS

1. Memahami dasar hukum kepegawaian

2. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS

3. Memahami proses usulan kenaikan gaji berkala

4. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Access

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan perundang-undangan, Pergub
2. SOP Surat Keluar 2. DUK
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan gaji berkala golongan |/a s.d. Ill/d telambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan Kenaikan
Gaiji Berkala akan tertunda pada tahun berikutnya.

[

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris | Kasubag Umum Staf Kadis Kelengkapan | Waktu Output
i isposisi Sub tuk i
1. _sm”.acozxm: disposisi kepada Subbag untuk memroses usufan kenaikan Usulan KGB mm. Disposisi
gaji berkala. menit
9 Melakukan verifikasi, validasi dan proses kenaikan gaji berkala PNS Disposisi 15 Lembar validasi
| Golongan I/a s.d. IIlfd di ingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan P menit 8
Mengoreksi usulen. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada | idak
3 lembar validasi, lalu memerintahkan Kasubag untuk membuat surat Lembar validasi 5 Disposisi
" [kenaikan gaji berkala. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk menit po
diperbaiki.
Ya
4. |Memerintahkan Staf untuk membuat surat kenaikan gaji berkala. Disposisi :M:.. Disposisi
5. |Membuat draft surat kenaikan gaji berkala. Disposisi a%: Draft surat KGB
Mengoreksi draft surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan paraf Tidak 5 Draft surat KGB
6. {persetujuan, dan menyerahkan kepada Sekretanis untuk diproses lebih [ ’ Draft surat KGB menit yang telah bert
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Ya diparaf
Mengoreksi draft surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan paraf idak Draft surat KGB 5 Draft surat KGB
7. |persetujuan, dan menyerahkan kepada Kadis untuk diproses lebih lanjut. i yang telah beri menit yang telah beri
Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. Ya diparaf diparaf
Mengoreksi draft surat _a:m_xms gaiji wm:a_.m,. Jika setuju, memberikan Tidal Draft surat KGB
8 tanda tangan selaku penerima pendelegasian wewenang untuk KGB ifa ana telah beri 5 Surat KGB
" |s.d. t/d dan menyerahkan kembali kepada Sekretaris untuk diproses lebih y w_ araf menit f
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. v P
a
Memerintahkan Kasubag untuk memroses surat kenaikan gaji berkala yang 5 L
. S
s telah ditandatangani Kadis urat KGB menit Disposisi
Meminta Pengadministrasi Surat untuk memberikan nomer surat kenaikan 5
10. |gaji berkala dan mendistribusikan ke Sub Bagian/Bidang-Bidang dan , Disposisi
menit
UPTD
Memberikan nomor surat kenaikan gaji berkala dan mendistribusikan ke : oy Surat x O.m yang
H13ub Bagian/Bidang-Bidang dan UPTD, lalu mengarsipkannya Disposisi telah diberi nomor
g g-bidang _ garsipkannya. dan didistribusikan




Nomor SOP 523/02/DKP-SOP.1/1/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 2 =

Disahkan oleh 3 erikanan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA me

g 199403 1 011

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP EEKI ey Gl Thonw Do San

Tidak Lebih Dari 14 Hari

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan Pemberian Cuti PNS

3. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

S

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

—ﬂﬂ._:nut_._ Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti tahunan dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari terlambat dibuat, maka PNS yang mengajukan
permohonan cuti tidak bisa mendapatkan cuti sesuai waktu yang ditentukan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




mendistribusikan ke Sub Bagian/Bidang/UPTD

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan
Staf xm”_—””a Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output Ket.
1 Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan Usulan cuti 3 Disposisi
" |cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari menit P
Melakukan verifikasi usulan cuti dan memerintahkan staf untuk Y 5
2. |membuat surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak Disposisi . Disposisi
: : . menit
tebih dari 14 hari )
A 4
Membuat draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit L 1 .
3. W . Disposisi .. | Draft surat cuti
tidak lebih dari 14 hari 3 Ya menit
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit !
tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan paraf EA N g | Draftsuratcut
4, tpersetujuan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diproses y Draft surat cuti menit yang telah
lebin tanjut. Jika tidak mengembalikan kepada Staf untuk diparaf
diperbaiki. Ya
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit +
tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan paraf Tidgk N\ Draft surat cuti 5 Draft surat cuti
5. |persetujuan dan menyerahkan kepada Kadis untuk diproses /:x\ yang telah menit yang telah
lebih fanjut. Jika tidak mengembalikan kepada Kasubag untuk Ya diparaf diparaf
dinerbaiki.
A 4
Mengoreksi draft surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit L_Tid v Draft surat cuti 5 Draft surat cuti yg
6. [tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan tanda tangan. yang telah menit telah
Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. diparaf ditandatangani
y
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat cuti tahunan, . Draft surat cuti 5
7. |cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari yang telah yg telah menit Surat cuti
ditandatangani Kadis ditandatangani
Meminta staf umum untuk memberikan nomor surat cuti tahunan, Disposisi. Surat | & Disposisi. Surat
8. |cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari dan p og__ menit P 05_._




Nomor SOP 523/03/DKP-SOP.1/11/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi 7 ANTAH o
Tanggal Efektif 01 Februaff 2094,
Disahkan oleh 2 Kela erikanan
INAS KELBUTAN DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ) EE ANAN * |
r H. Y
NIP.19640R05199403 1 011
Subbagian/Bidang Kepeg# _
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat

—w.-! Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Pemerintah Rl No.12 Tahun 2002 tentang perubahan PP RI No.99
3. Keputusan Ka. BKN No.11 Tahun 2002 tanqgal 17 Juni 2002

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

pada tahun berikutnya.

Apabila pembuatan usulan kenaikan pangkat terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat akan tertunda

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
staf | "% | Souretaris | Kadis | Kelengkapan |Waktu|  Output
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Usulan kenaikan 5 N
1. ; : Disposisi
kenaikan pangkat pangkat menit
Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan kenaikan pangkat, h 20 | Kelenak |
2. |kemudian memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke Disposisi SIAPIRERN owan
BKD menit | kenaikan pangkat
A 4
Ya
3. |Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat ] xm_m:o._aum: R a. _uan.mcaﬁ o
= kenaikan pangkat | menit | kenaikan pangkat
Mengoreksi draft surat cmc_mq xm_._m_.xm:.umsuxm». Jika wm@:. _— Draftsisatisolan 5 Dt Bzt it
4. Imembubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada a Y kenalican sankat | et | vena ssich dsarat
Staf untuk diperbaiki. =y yang ieian dip
Mengoreksi draft surat cmc_mq._ xmsm_._a:.um:mxm”. Jika mm@c. Tidak <r Dead éuvatusiian - Dt siifak il
5. Imembubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada ang tatah divaral | menit | vana sl Soraf
Kasubag untuk diperbaiki. yang P yang P
Mengoreksi draft surat usulan x.m:m.__a: pangkat. ,__x.m setuju ] Tid Dvaift gt usiiion 5 Sukal 80N
6. [membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada angelah Sicaraf | monit | iienaikan sasdiist
Sekretairis untuk diperbaiki. Y L =
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan kenaikan - Surat usulan 5 Disposisl mran
7. 3 . : . usulan kenaikan
pangkat yang telah ditandatangani Kadis kenaikan pangkat | menit
pangkat
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Dpos), m.Em” 5 e c.mc_m.s yang
6 kenaikan pangkat dan mengirimkan ke BKD i menit T e noenen
pang 9 pangkat dan dikirim ke BKD




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/04/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

—mo::n-?: Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan pensiun terlambat, maka PNS yang seharusnya pensiun akan tertunda.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan
Staf Kasubag Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Umum
1. |Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan pensiun Usulan pensiun BM% Disposisi
2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan pensiun, kemudian _ Disposisi 20 | Kelengkapan usulan
" Imemerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. P menit pensiun
A 4
3. [Membuat draft surat usulan pensiun. Y xm_mzoxmum: usulan a. Drat mca.* usulan
T a pensiun menit pensiun
4 Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan paraf Tidak Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
" |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Ya pensiun menit | yang telah diparaf
Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan paraf Tidal
) o . Ya Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
5. |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk . . .
. . yang telah diparaf | menit | yang telah diparaf
diperbaiki.
. o . ‘ Tidak
6 Mengoreksi draft surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan tanda Draft surat usulan 5 Surat usulan pensiun
" |tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. yang telah diparaf | menit P
. . ¥ L
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan pensiun yang . S Disposisi, Surat
7. . L Surat usulan pensiun . )
telah ditandatangani Kadis menit usulan pensiun
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 Surat :.mc_m.,: yang
8. : . . .| telah diberi nomor
pensiun dan mengirimkan ke BKD usulan pensiun menit .
dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 523/05/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP

tﬂuz Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun

1977 Tentana Peraturan Gaii PNS

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4. Kalkulator

E:: Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan Kenaikan
Gaji Berkala akan tertunda pada tahun berikutnya.

- Disimpan sebagai data elekironik dan manual




dan dikirim ke BKD

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Staf Kasubag | o\ etaris |  Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Umum
4 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Usulan pensiun 5 Disposisi
" Jkenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas P menit P
Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan kenaikan gaji berkala «
) . o 20 | Kelengkapan usulan
2. jgolongan [V/a ke atas, kemudian memerintahkan Staf membuat Disposisi .
_ menit KGB
pengantar untuk diteruskan ke BKD.
b
. , , Kelengkapan usulan| 15 Draft surat usulan
3. |Membuat draft surat usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a ke atas. _ Ya KGB menit KGB
gm:o&mxm_ E.ma surat usulan kenaikan gaji cm.;m_m o_o_oﬂm: IVia ke Tidalf Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
4. latas. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Ya KGB menit | vana telah diparaf
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. yang P
. . i Tidak
_sm:@o.axm %.mm surat :mc_m_._ kenaikan cm__.cmﬁxm_.m @o._oznmz WViake Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
5. |atas. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan. Jika tidak, ang telah dioaraf | menit | vana telah diparaf
mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Ya | ¥ang p yang P
gm:@o.a_a_ 9.% surat cm_c_mz kenaikan gaji cﬂxm__m golongan 1V/a __6 Tidak Draft surat usulan 5
6. Jatas. Jika setuju, memberikan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan . . | Suratusulan KGB
. s yang telah diparaf | menit
kepada Kabag untuk diperbaiki.
7 Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan kenaikan gaii Surat usulan KGB 5 Disposisi, Surat
" |berkala golongan 1V/a ke atas yang telah ditandatangani Karo menit usulan KGB
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 W“_M”HM“”“_M”N”_%
" |kenaikan gaji berkala golongan 1V/a ke atas dan mengirimkan ke BKD usulan KGB menit




Nomor SOP 523/06/DKP-SOP.1/11/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang .x%-:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan Usulan Cuti Besar

—m.-a Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentanq Permintaan Pemberian Cuti PNS
3. Peraturan Pemerintah Rl No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan woi_-.-avo;o:nxnvnz

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

_voz:nnta Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti besar terlambat dibuat, maka PNS yang mengajukan permohonan cuti besar tidak bisa mendapatkan
cuti sesuai waktu yang ditentukan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris xn”.%hn Staf Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan cuti Usulan cuti besar 5 Disposisi
" Ibesar. menit P
9 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan cuti besar, kemudian _ Disposisi . 20 | Kelengkapan usulan
" Imemerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. P menit cuti besar
3. [Membuat draft surat usulan cuti besar. Ya xmmmznxmums usulan a, Draft m{aﬁ usulan
- cuti besar menit cuti besar
Mengoreksi draft surat usulan cuti besar. Jika setuju, membubuhkan Tidak oraftsuratusoan | 5 | Draft surat usulan
4. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk Ya cut ommmq: menit ana telah diaraf
diperbaii, yang P
Mengoreksi draft surat usulan cuti besar. Jika setuju, membubuhkan Tidak Draft surat usulan 5 Draft surat usulan
5. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk ! ana telah divaraf | menit na telah dinaraf
diperbaiki. Ya | Yengleendp yang P
Mengoreksi draft surat usulan cuti besar. Jika setuju, membubuhkan . .
Tida
6. {tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk chwn M“Mﬂwmuwmﬂ Bwi mcﬂmﬁ%MMw: o
diperbaik. yang P !
7 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan cuti besar yang Surat usulan cuti 5 Disposisi, Surat
" Jtelah ditandatangani Kadis besar menit | usulan cuti besar
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 ﬁmﬁ_ﬂ"nﬂwmwﬂwﬂsm
" |cuti besar dan mengirimkan ke BKD. usulan cuti besar | menit | oo 0

dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 523/07/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi .

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP ~ |Pembuatan Usulan Karis/Karsu

—w--_. Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Apabila pembuatan usulan Karis/Karsu terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan Karis/Karsu.

Pokok Kepeaawaian
[Keterkaitan woi_-ravonog.sv-:
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4. ATK
—ﬂo;:nu.u: Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan
Staf :n””””u Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan . 5 L
1. Karis/Karsu, Usulan Karis/Karsu menit Disposisi
) Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan Karis/Karsu, kemudian _ Disposisi ’ 20 | Kelengkapan usulan
" Imemerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. P menit Karis/Karsu
\ 4
3. {Membuat draft surat usulan Karis/Karsu. xm_m_”nx.mv_ws usulan G. USM Su R_M usulan
Y Ya aris/Karsu menit aris/Karsu
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan Tidak

4. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk oahmﬂwﬂ ,Mc_m: 5 it o““n M“M_, “m ,HMM
diperbaik. 4\ Ya arsu | menit | yangtelah dip
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan .

5. |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk Tigak Umﬂn Mﬁﬂ “_m“_m“ S it omﬂm MH Mm M._M“
diperbaiki. Ya yang paraf | menit | yang ip
Mengoreksi draft surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, membubuhkan 4

\ D i |

6. |tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk Tidgk _~ ¥ mﬂm MH “ﬂ“wm“ awa, WMH Korct
diperbaiki.

7 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Karis/Karsu ' Surat usulan 5 Disposisi, Surat

" |yang telah ditandatangani Kadis Karis/Karsu menit | usulan Karis/Karsu

8 Meminta Pengadminstrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Disposisi, Surat 5 Nﬁmﬁnﬂwuwﬂww:%

" |Karis/Karsu dan mengirimkan ke BKD. usuian Karis/Karsu | menit

dan dikirim ke BKD




Nomor SOP

523/08/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan

01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang .. xov&- _5 &
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan Usulan Taspen

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan moa_-ﬂauozobnr-vuz

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan Aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4, ATK

ﬂ._._znnr.._ Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Taspen terlambat

maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan dokumen Taspen.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Urai
ralan Prosedur star | K520 | soyretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output
Dokumen: Surat
. C Pengantar, Karpeg, SK . Disposisi Surat +
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Taspen. CPNS, SK PNS, SK 5 menit Lampiran Dokumen
. Pangkat terakhir, dil
Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat — Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
pengantar untuk diteruskan ke BKD. _Iu L.ampiran Dokumen Lampiran Dokumen
A 4
Membuat surat pengantar usulan Taspen kemudian mengajukannya kepada _I | Disposisi Surat + Draft Surat vmzom.amﬂ
; 1 : Ke BKD + Lampiran
Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. y 4 Ya Lampiran Dokumen Dokumen
Tida
Mengorekst surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, membubutikan paraf \:/ Draft Surat vmnnmamﬂ Ke . Paraf Draft Surat
rsetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki ~ Y BKD + Lampiran 5 ment Pengantar Ke BKD +
pe ) juan. - meng P perbai 1 a Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, membubuhkan paraf Tigk 3 Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
oawa.cm: Jika ham_m_ men oavm__xm:__”m .mqm xmmcmu_m untuk di Emﬂ_,a AV Ya Pengantar Ke BKD + Smenit | Pengantar Ke BKD +
P pian. mend P 9 peroald. 4 Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengorekst surat pengantar usulan Taspen, Jika setuju, membubuhkan tanda tangan Tidak ¢ Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, < Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen § Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Taspen yang telah Surat Pengantar Ke BKD . Surat ﬁmzmg@ Ke
. o . 5 menit BKD + Lampiran
ditandatangani Kadis + Lampiran Dokumen
Dokumen
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Taspen dan - Surat Pengantar Ke BKD . Penomoran Surat
- ) Smenit | Pengantar Ke BKD +
mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen .
Lampiran Dokumen




Nomor SOP 523/09/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP

a--.. Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Pokok Kepeaawaian
[Keterkaitan woa_utavozgnx-unz
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
-WES-: Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan pengangkatan CPNS ke PNS terlambat, maka akan mengakibatkan CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur Staf | Kasubag | Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output Kot
Dokumen: Surat
Pengantar, SK CPNS,
SPMT, Surat Tanda
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan pengangkatan Lulus Diklat Prajabatan 5 menit Disposisi Surat +
CPNS ke PNS. (LPJ}, DP3, 5. Surat Hasil ] Lampiran Dokumen
Penguijian Kesehatan, 6.
Surat Keterangan Bebas
dari Narkoba
9 Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat —I: Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
A R .
3 Membuat surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS kemudian HJ Disposisi Surat + Dﬁnmﬂ.%m ”ﬂ%ﬂnq
mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. :..I_ Y Lampiran Dokumen Dokumen
0. - 1 URTORORITRIOS SRR TSRO OORRO SO RS
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS, Jika setuju, Tidak \:/ Draft Surat Pengantar K Paraf Draft Surat
4 Imembubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk BKD + Lampiran 5menit | Pengantar Ke BKD +
diperbalki R S N Dokumen ... LEMpIraD Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika setuju, Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5 [membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +
diperbail I - Ya.|...Lampiran Dokumen | Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika setuju, da& v Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 {memberikan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk < Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
diperbaiki. Lampiran Dokumen _ { ..o DOKUMEN
7 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan pengangkatan CPNS ke Surat Pengantar Ke BKD 5 menit mmﬂw_uwmwﬂwww”o
PNS yang telah ditandatangani Kadis + Lampiran Dokumen Dokumen
. R o - . R SN S e
8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan D Surat Pengantar Ke BKD 5menit | Pengantar Ke BKD +

pengangkatan CPNS ke PNS dan mengirimkan ke BKD.

+ Lampiran Dokumen

Lampiran Dokumen




Nomor SOP 523/10/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh . Perikanan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang K “‘ an_
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP v!:!slm:c-:_-: Peninjauan Masa Kerja

[Dasar Hukum

Kualifikas| pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Pokok Kepeaawaian
[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
—mﬁ::n-ﬂ: Pencatatan dan pendataan

_>umc=m v@agmaacmc_m:voa:_mcm:ammmxmama;maamramxmammmxoamvzm<m=mamzncwc_xmiamxc_mm&mmmcmmxm:%:um:
kondisi yang sebenarmnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

10




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur Staf _a_nu_..wuo Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output
Dokumen; Surat
Pengantar, Karpeg, SK
Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memroses usulan Peninjauan Masa Honor, SK CPNS, 8K 5 menit Disposisi Surat +
Kerja (PMK). PNS, SK Terakhir, DP3, Lampiran Dokumen
SPMT, ljazah Terakhir
! Riwayat Hidup, dil
Menerima usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan metakukan verifikasi dan L L
. . . . Disposisi Surat + ) Disposisi Surat +
validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke . 20 menit .
BKD Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Membuat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) kemudian mengajukannya kepada Disposisi Surat + Draft Surat vwzmmaﬁ
Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. Lampiran Dokumen Ke w_nmow Lampiran
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Peninjauan Draft Surat _uo_..mm_._sﬂ Ke . Paraf Draft Surat
. I . . 0 Ya BKD + Lampiran 5menit | Pengantar Ke BKD +
Masa Kerja (PMK). Jika lidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. )
dak .. Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Peninjauan o Paraf Qmmﬁ mmc_m.w 5 meni Paraf oaxw w%mw
Masa Kerja (PMK). Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Ya m:mm_amq e * _umsom.:_ﬂ € ¥
ersssasesssess s sssssssssisssasarsmsssehsssssoins . eerrsefmessiserfiunressesefsmmnens] oo RAMRIAQLDAKUMEDN. ... oceererer e .L-aniran.Rekumen
Mengoreksi surat usutan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Jika setuju, memberikan Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
Jika tidak, mengembaiikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usutan Peninjauan Masa Kerja Surat Pengantar Ke BKD | meril Surat _umzmma,mﬂ Ke
(PMK) yang telah ditandatangani Karo. + L.ampiran Dokumen BKD + Lampiran
SOV OPPRTRORRURRRPUN DOV KURURPPR Y FOVRORPRRRN .- SRRV (SOOI ISR Dnkaraan
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Peninjauan A _ Surat Pengantar Ke BKD 5 menit no:oaoﬁﬂ: mmﬂ_w
Masa Kerja (PMK) dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen vmzmm.amﬁ e ¥
1 ampiran Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/11/DKP-SOP.1/1/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
[Keterkaitan w.i_-ﬂavo_._oﬁ_su-:
1. SOP Surat Masuk 1.  Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Satya Lencana Karya Satya terlambat, maka penghargaan Satya Lencana Karya Satya tidak dapat diberikan
kepada PNS yang seharusnya menerima.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1"




Pelaksana Mutu Baku
No. P —

© Uralan Prosedur Staf x_s,__aa Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Output Ket

1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Satya Lencana wmaww__“ﬁmmwwﬁﬁ sk | 5 menit Disposisi Surat +
Karya Satya. ' ! Lampiran Dokumen

I CPNS, SK PNS, SK P

9 Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat surat “ _ Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen

3 Membuat surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya kemudian H plr Disposisi Surat + U_M”:mwﬁm“ ”ﬁowﬂ”ﬁ
mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. ﬂL Ya Lampiran Dokumen o%:am:n
_,\_msnoa_mw\_mmg pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, Tidaly \‘ f Draft Surat Pengantar Ke Paraf Draft Surat

4  |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk <~ Ya BKD + Lampiran Smenit | Pengantar Ke BKD +

| |diperbaiki. ‘ B 1 Dokumen Lampiran Dokumen

Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, Tid c ‘/ Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat

5 |)membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk ~ Ya Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +

| |diperbaiki. 3 - 1 Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen

Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika setuju, ._,EJ 1 Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke

6 |[membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk 7 Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
diperbaiki. Lampiran Dokumen Dokumen

7 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Satya Lencana Karya Satya Surat Pengantar Ke BKD 5 menit mwﬂvmwﬂwﬂsﬂwm
yang telah ditandatangani Kadis + Lampiran Dokumen ooxcamw_

8 Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usutan Satya m:u Surat Pengantar Ke BKD 5 menit _unm:oﬁﬂoq”: M.MN .
Lencana Karya Satya dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen men! “Mw_wmﬂ owxcams




Nomor SOP 523/12/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang

1!...!!-“ Usulan Mutasi dari Instansi ke SKPD lain

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP e T e P

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003

3. Keputusan Ka.BKN No.13 Tahun 2003

4.  Kep. Bersama Menpan dan Mendagri No. 17 tahun 2003

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

[Peri n Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana

Prosed Mutu Baku
. Uraian Prosedur . .
No a Staf x_mucv-e Sekretaris | Kadis Kelengkapan Waktu Oufput Ket
Dokumen: Surat
1 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memroses usulan Mutasi Dari Pengantar, Surat 5 menit Disposisi Surat +
Instansi/dari pemohon Permohonan Mutasi Ybs, Lampiran Dokumen
Surat Persetuiuan Mutasi
¥ Disposisi Surat +
2 | Melakukan verificasi dan vaiidasi ] Disposisi Surat+ | | LeTPIen Dolimen <
elakukan verifikasi dan validasi. Lampiran Dokumen m mc@ Persetujuan _
Menerima dari instansi
Rany
3 ——
Membuat surat pengantar usulan Mutasi Dari Instansi ke BKD kemudian H...l_ o_m.vOm_m_ Surat + Draft Surat vmzmwssﬂ
3 . . I Ya Lampiran Dokumen + Ke BKD + Lampiran
mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan persetujuan. 'y .
Surat Persetujuan Dokumen
TidaK 3
\/
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi ~y Ya Draft Surat _uwsom._zg Ke . Paraf Draft Surat
4 |Dar tnstansi ke BKD. Jika tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki 1 BKD « Lampiran Smenit | Pengantar Ke BKD +
anin ' - Mmeng P P ’ Tidak Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat usulan Mutasi ¥ Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5 |Dari instansi ke BKD, Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk A V Ya Pengantar Ke BKD + Smenit | Pengantar Ke BKD +
diperbaiki. 2 Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat usulan Mutasi Dari Instansi ke BKD. Jika setuju, memberikan Tidak \: Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
6 |tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Sekretaris untuk diproses lebih Pengantar Ke BKD + 5 menit BKD + Lampiran
lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan Mutasi Dari [nstansi ke Surat Pengantar Ke BKD . Surat vo:@msﬁ.& Ke
7 ) A . 5 menit BKD + Lampiran
BKD yang telah ditandatangani Kadis + Lampiran Dokurnen
Dokumen
Meminta Pengadministrasi surat untuk memberikan nomor surat usulan Mutasi Dari = Surat Pengantar Ke BKD ) Penomoran Surat
8 . .. . S5menit | Pengantar Ke BKD +
Instansi dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Dokumen .
Lampiran Dokumen




Nomor SOP 523/22/DKP/IV2017

Tanggal Pembuatan 30 April 2015
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh . . ! Perikanan
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA g..._. .
z. -...ﬂ [ p
" NIP.195§$205 199403 1 011
S T
ubbagian/Bidang xovoE,._q 3
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Penyusunan Konsep Uraian Tugas Struktural

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012
2. Permenpan Nomor 33 Tahun 2011
3. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005

1. Menguasai kaidah penyusunan uraian tugas
2. Menguasai teknik manejemen dalam penyusunan uraian tugas

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan
2. DUK
3. ATK

_ﬂn.._anan: Pencatatan dan pendataan

Apabila uraian tugas tersebut tidak tepat, maka kinerja unit kerja tidak optimal

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Ket.
Sekretaris Staf Kasubag Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1. |Menyusun rencana kefja Agenda 2 ,_mah_w _cxM%LM.M:
’ Y 0 kegiatan hari P .<
uraian tugas
Jadual kegiatan 7
2. IMengumpulkan data dan bahan [ penyusunan hari Data/ bahan
uraian tugas
9 Instrumen dan
3. [Membuat instrumen dan mengidentifikasi data Data/ bahan hari hasil analisis
data
. Smﬁ_am: a .m: 30 Draft uraian
4. |Menyusun draft Uraian Tugas hasil analisis .
hari tugas
data
2 v Draft uraian 30 Catatan atas
5. | Pembahasan/asistensi penyusunan draft Uraian Tugas — _ — | | . | drafturaian
tugas hari
tugas
Catatan atas 7 Draft uraian
6. |[Memperbaiki draft Uraian Tugas sesuai hasil perbahasan draft uraian hari tugas yang telah
tugas diperbaiki
Y « Draft uraian 3 | Draft final uraian
7. IPembahasan draft final Uraian Tugas ﬂ _ tugas yang telah )
. - hari tugas
I diperbaiki
Draft final uraian 1 Draft final uraian
8. |Menyampaikan draft final uraian tugas ke Sekretaris untuk paraf koreksi . tugas yang telah
tugas Bm .
diparaf
Draft final uraian 4 Draft final uraian
9. [Menyampaikan draft final uraian tugas ke Kadis untuk dtandatangani tugas yang tefah am tugas yang telah
diparaf J diparaf
Draft final uraian Drait final uraian
Memberikan paraf koreksi draft final uraian tugas untuk disampaikan ke 1 tugas yang telah
10. . L . . A tugas yang telah| . ; .
Kepaia Biro Organisasi sebagai bahan asistensi ; jam | disampaikan ke
diparaf ) o
Biro Organisasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/13/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Provinsi Kalimantan Utara

1. Peraturan Gubemnur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah

1. Memahami perencanaan program dan kegiatan
2.  Kemampuan merencanakan kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Renstra
3. ATK

_vozanmﬂa Pencatatan dan pendataan

|Rencana Kegiatan harus dibuat, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Ket
Kasubag Staf Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1. |Memerintahkan Staf untuk mengumpulkan data - BM% Disposisi
2. |Mengumpulkan data Disposisi _.méa Data/ bahan
. ¢ SoP
Menyusun rencana kegiatan berdasarkan data yang ada dan 1 Draft rencana
3. ) : Data/ bahan . . Pengolah
mengajukannya kepada Kabag untuk mendapatkan persetujuan hari kegiatan an Data
r 3
: iatan. Jik "
?__m:@cﬂ_mxm_ 3.38_,6 kegiatan. Jika .mme_c membubuhkan paraf Draft rencana 15 Catatan atas draft
4. |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk , . .
. " Tidak kegiatan menit | rencana kegiatan
diperbaiki. Ya
5 Memberikan paraf persetujuan, kemudian mengajukan rencana Catatan atas draft 1 Draft rencana
" |kegiatan kepada Karo T rencana kegiatan | menit |kegiatan yang diparaf
Mengoreksi rencana kegiatan. Jika setuju, membubuhkan tanda Draft rencana
. N . . 15 Dokumen rencana
6. [tangan persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag T kegiatan yang menit kediatan
untuk diperbaik. Kak diparaf 9
Ya
Memerintahkan Kasubag untuk mendokumentasikan rencana - Dokumen rencana 5 oo_eao: fencana
7. ) . . kegiatan yang
kegiatan kegiatan menit . X
disampaikan
Memerintahkan Staf untuk mengarsipkan dokumen rencana - Dokumen rencana 5 oo_eem: rencana
8. . . , kegiatan yang
kegiatan kegiatan menit . .
disampaikan
Dokumen rencana
. . Dokumen rencana . )
9. |Mengarsipkan rencana kegiatan ) 1 menit kegiatan yang
kegiatan e
diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/14/DKP-SOP.1/1/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi AH Po

Tanggal Efektif 01 Februagy 017

Disahkan oleh

A

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum

Kualifikas| pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan

moz_.:auo:oznr-b-:
1

1. SOP Pengolahan Data

. Rencana pelaksanaan kegiatan

2. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
3. Komputer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana perkembangan suatu kegiatan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadls Sekretaris | Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Kabag untuk melaksanakan monitoring . L
1. . - 5 menit Disposisi
pelaksanaan/penerapan kegiatan
) . o L 10 N
2. |Memerintahkan Kasubbag untuk menyusun instrumen monitoring Disposisi menit Disposisi
3. |Menyusun konsep instrumen monitoring Disposisi 1 jam Konsep ._3».330_._
Ya monitoring
Mengoreksi konsep instrumen monitoring. Jika setuju, membubuhkan Tigak )
) o ) Konsep instrumen . Catatan atas konsep
4, {paraf persstujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk o 5 menit )
. . monitering instrumen
diperbaiki.
Memeriksa konsep instrumen monitoring. Jika setuju, membubuhkan Catatan atas konse Konsep instrumen
5. {tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk - instrumen P 5menit| monitoring yang
diperbaiki. Tidak sudah diperbaiki
. . Ya Konsep instrumen
Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan dan melaksanakan N . o
6. monitori monitoring yang |5 menit Disposisi
g sudah diperbaiki
. . . o . Peiaksanaan
7. |Menyiapkan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Disposisi 1 hari Monitoring
8. |Mengevaluasi hasil monitoring dan menyusun laporan hasil monitori Pelaksanaan 1 jam Laporan hasil
<[V & y e g Monitoring J monitoring
Laporan hasil 15 Laporan hasil
8. |Metaporkan hasil monitoring kepada Kepala Biro monitoring menit so.:;o%n. yang
disampaikan
Mempelajari laporan hasil monitoring dah memberikan arahan mengenai _,mmoﬂ: hasil 16 | Arahan terkait hasil
10.],. , ) monitoring yang ) o
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan Y menit monitoring
diterima
Laporan dan
1" Menindaklanjuti arahan Kabag dan Karo untuk dijadikan bahan Arahan terkait hasil | 15 rekomendasi
“{perbaikan pelaksanaan/penerapan kegiatan monitoring meénit pelaksanaan
kegiatan
Laporan dan Laporan hasil
Mendokumentasikan laporan hasil monitoring dan arahan perbaikan dari rekomendasi ) poran 12
12. Kabag dan Kepala Bi aksanaan T menit] monitering yang
abag dan Repala biro pe . didokumentasikan
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/15/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan

01 February 2017
Tanggal Revisi - .

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. SOP Surat Keluar 1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pendokumentasian Dokumen 2. Materibahan fasilitasi
3. Komputer
4. ATK
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

_>om§_m g_ngoa_mganmx&%arg_amxmuamgxsmm§<m86§aa:2=uoa§=§§m§:§m§§§
maksimal.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Ket.
Karo Kabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |Memerintahkan Kabag untuk melakukan fasilitasi Surat 343__”_8% 5 menit Disposisi
fasilitasi
5 z_m.&m:.am:xm: Kasubag untuk menindakianjuti surat permintaan m Disposisi _o. Disposisi
fasilitasi menit
. _— o . Bahan-bahan
3. {Menyiapkan bahan fasilitasi Disposisi 1 hari tasilitasi
gmam:._am\amnno.ﬂmxm_ bahan *mm.__n.mm_. Jika setuju, membubuhkan paraf Ya Bahan-bahan 10 | Catatan atas bahan
4, |persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk - - , e
. " Tidak fasilitasi menit fasilitasi
diperbaiki.
Zmam_‘_.xmasm:@oaxm_ bahan fasilitasi dan sma_um:xms. ﬂm:n.“_m tangan Bahan-bahan 10 | Catatan atas bahan
5. {persetujuan. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, Tidak fasilitasi menit fasilitasi
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. da
Ya m Bahan-bah 10
. . . ahan-bahan L
6. {Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan pelaksanaan fasilitasi fasilitasi merit Disposisi
7. |Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi Disposisi 2jam | Kegiatan fasilitasi mﬂm:w_u_,a”
8. |Melakukan evaluasi dan menyusun faporan hasil fasilitasi Kegiatan fasilitasi | 1 hari rmwmo%_ﬂm”wm__
Mempelajari laporan hasil fasilitasi dan memberikan arahan mengenai Laporan hasil 30 Arahan a;m,;
a1 . . - . laporan hasil
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan fasilitasi menit tasilitasi




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Karo Kabag Kasubag Kelengkapan | Waktu Output
Mempelajari laporan hasil fasilitasi dan memberikan arahan mengenai Laporan hasil 30 Arahan 8;&.;
10.|.. . . o . laporan hasil
tindak lanjut yang seharusnya dilakukan fasilitasi menit o
fasilitasi
. - - . Yy . Laporan dan
Menindaklanjuti arahan Kabag dan Karo untuk dijadikan bahan perbaikan 1 Arahan terkait 30 .
1| petaksanaan fasiitasi L} laporan hasilfasitasi| menit [ ~_"komendasi
Pe P kegiatan fasilitasi
Mendokumentasikan laporan hasil fasilitasi dan arahan perbaikan dari Laporan Qms. . Laporan yang SoP
12 Kabag dan Kepala Biro rekomendasi 1 menit didokumentasikan Pendokum
pa kegiatan fasilitasi _ entasian




Nomor SOP 523/16/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang {Umum/ § ~
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Penyelenggaraan Evalussi Pelaksanaan Kegiatan

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas

Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan

ralatan/perlengkapan

vo
_.xosom:mvm_mxmmzmmzxmn,msz
2. Data/bahan hasil monitoring

3. Komputer
4. ATK

_mozshne.:

Pencatatan dan pendataan

Apabila evaluasi pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui permasalahan yang dihadapi, dan
tidak dapat dihasilkan rencanan tindak lanjut untuk kegiatan ke depan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan
Kasubag | Sekretaris Dinas Staf Caraka Kelengkapan | Waktu Output
- e o Bahan evaluasi
h

1 Zmavm..m_m: bahan evaluasi dari hasi} kegiatan monitoring yang Masil monitoring woA yang telah

sudah dilakukan menit LS
dipelajari
Merumuskan permasalahan yang dihadapt dalam pelaksanaan Bahan evaluasi , Rumusan
2, ] yang telah 1 jam
kegiatan L permasatahan
dipelajari
. . Daftar
Menyusun langkah-tangkah perbaikan/penyelesaian masalah Rumusan , .

o ang dihadapi (masalahan 1jam | penyelesaian
yang p pe masalah

4, |Menyusun draft hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan :cMMMWa: 15 Draft hasil

' Y pe & peny menit evaluasi
masalah
Memeriksa/mengoreksi draft hasil evaluasi. Jika setuju, , Draft hasil
i - . Ya Draft hasil 10 .

5. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan evaluasi menit evaluasi yag
kepada Kasubag untuk diperbaiki. Tidak telah diparaf
Memeriksa/mengkoreksi draft hasil evaluasi. Jika sstuju, Draft hasit Draft hasil

. 0 . ) 10 .

6. |membubuhkan paraf persetujuan, Jika tidak, mengembalikan evaluasi yag menit evaluasi yang
kepada Kabag untuk diperbaiki. Tidak telah diparaf disetujui
Menyampaikan draft hasil evaluasi yang telah disetujui ke Ya Draft Jmm._ ) Draft *__mm__

7. Kesubag evaluasi yang |5 menit| evaluasi yang

disetujui disampaikan
Draft hasil
8. [Menyusun Draft Dokumen Hasil Evaluasi evaluasi yang 8, oan 8.&3%
i X menit { hasil evaluasi
disampaikan
9. [Menandatangani Draft Dokumen Hasil Evaluasi oaq ao.eamq 1 menit Dokumen Jmm__
hasil evaluasi evaluasi
L 4
) ) 1 Dokumen hasil 10 Dokumen yang
10.1Menggandakan Dokumen Hasil Evaluasi _ I evaluasi menit |telah digandakan

11. [Mengirim Dokumen Hasil Evaluasi kepada Satker/Sator Dokumen yang | , ., | Dokumen yang

-|Meng pa telah digandakan telah dikirimkan
- Dokumen yang Agenda
12.|Mengaggendakan bukti pengiriman Dokumen Hasil Evaluasi A v telah dikirimkan 1menit| pengiriman

dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/17/DKP-SOP.1//2017

Tanggal Pembuatan

01 February 2017
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah 1. Memahami prosedur penyelenggaraan rapat

Provinsi Kalimantan Utara 2. Mampu menyiapkan bahan dan peralatan untuk rapat

[Keterkaitan Peralataniperlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan 1. Bahan/materi rapat

2. SOP Surat Keluar 2. Undangan

3. SOP Pendokumentasian Dokumen 3. Laptop dan LCD Projector

4, ATK

_ﬂo:_.nns__ Pencatatan dan pendataan

Apabila uraian kegiatan pada SOP penyelenggaraan rapat tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan rapat tidak akan maksimal, dan akan
memengaruhi hasil keputusan rapat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan SKPD Ket.
Kasubag Staf Sekretaris Kadis terkait Kelengkapan | Waktu Output
. Agenda 10 Rencana
1. |Menyusun rencana kegiatan rapat kegiatan menit | kegiatan rapat
Data/bahan
. Rencana .
2. |Menyiapkan surat undangan dan data/bahan rapat . 5 menit| rapat dan draft
kegiatan rapat
surat undangan
4 Data/bahan
3. [Menandatangani surat undangan Hu rapat dan draft | & menit| Surat undangan
surat undangan
. X ~ Pelak
. elaksanaan
4. |Melaksanakan rapat _ _ _r _ _’ _ _||_ Suratundangan | 2 jam rapat
5. |[Membuat notulen rapat r_ Pelaksanaan wo. Notulen rapat
rapat menit
10 Notulen rapat
6. {Melaporkan notulen rapat kepada Kepala Dinas Notulen rapat menit yang telah
disampaikan
Notulen rapat Notulen rapat
7. |Menerima notulen rapat untuk ditindaklanjuti yang telah 5 menit yang
disampaikan ditindaklanjuti
Mendokumentasikan dokumen penyelenggaraan rapat beserta Notulen rapat ) _uo_eam.: rapat
8. hasilnya yang 1 menit{ yang didoku
y ditindaklanjuti mentasikan




Nomor SOP 523/18/DKP-SOP.1/11/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Gubemnur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah 1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
Provinsi Kalimantan Utara 2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

[Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Dokumen 1. Materi/bahan fasilitasi

2. Undangan
3. Laptop dan LCD Projector
4. ATK

—moz__nuc__ Pencatatan dan pendataan
Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi. - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kasubag |  Staf ?._w“ﬁi. Kabag | Karo | Kelengkapan |Waktu|  Output
. Peraturan 15 Rencana kerja
1. [Menyusun rencana kerja perundang- , .
menit kegiatan
undangan
2. {Mengumpulkan bahan dan data mmzxam keria 8. Bahan/data
kegiatan menit
3. [Menyusun instrumen, mengidentifikasi, dan menganalisis data Bahan/data @o. 5&33.@ dan
menit hasil analisis data
instrumen dan 30 Draft juknis
4. IMenyusun draft petunjuk teknis. hasil analisis . mekanisme &
menit )
data prosedur kerja
Draft juknis xM_Mmm n“ﬂﬂwz
5. |Mengikuti rapat koordinasi/pembahasan petunjuk teknis kegiatan. mekanisme & | 2jam _.
. mekanisme &
prosedur kerja .
prosedur kerja
Kesepakatan Rekomendasi
. . . . atas juknis . terhadap juknis
6. {Mengikuti FGD/paparan draft petunjuk teknis kegiatan. mekanisme & 2jam mekanisme &
prosedur kerja prosedur kerja
7 Melakukan finalisasi draft petunjuk teknis mekanisme dan 30
" |prosedur kerja menit
Ya
Tidlak ;
Mengoreksi hasil finalisasi draft petunjuk teknis kegiatan. Jika ) 4 wmxosm&mm._ Draft final juknis
h Y . Py terhadap juknis 10 .
8. |setuju, membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan 2§ . ) mekanisme &
kepada Kabag untuk diperbaiki mekanisme & | menit | - odur keria
p 9 pe . prosedur kerja P a
Mengirim draft petunjuk teknis mekanisme dan prosedur kerja ke Dratt m:.m_ juknis ) vwacv juks
9. 1. mekanisme & |5 menit| mekanisme &
Biro Hukum . )
prosedur kerja prosedur kerja




Nomor SOP 523/19/DKP-SOP.1//2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi s —=
Tanggal Efektif 01 Febrygry 2017
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Tindak Lanjut Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2.  Mampu mengosep surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Penomoran Naskah Dinas 2. Komputer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Ket.
Kadis | Sekretaris | Kasubag | Pelaksana vﬂ.uﬂ_a. Caraka |Kelengkapan|Waktu| Output
1 Membuat memo atau disposisi kepada Sekretaris Surat K 15 Disposisi mmo_uﬁ
" {untuk menindakianjuti surat masuk U urat masuk | enit opostal ura
Masuk
Menerima memo atau disposisi dari Kadis dan -
2. |memberikan disposisi kepada Kasubag untuk , Disposisi .. | Disposisi
menit
membuat konsep surat
L 10
3. |Membuat konsep surat Disposisi .. | Konsep surat
menit
Mengetik k t telah di
A engetik konsep surat yang telah dibuat oleh Konsep surat uo. Draft surat
Kasubag F menit
Mengkoreksi . Ji jul,
lengkoreksi konsep sura é& mm»_u__.._ . Ya | 10 | Draft surat
5, {membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Tidak Draft surat it divaraf
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. 4\ ida mentt | yang dipara
M ksi k t. Jika setuju,
engorekst Konsep surat. 1 .m s° :_.c . Ya Draft surat 5 Draft surat
6. |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Tidak ana diparaf it diparaf
mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. yang ciparal | mentt f yang dipara
Mengoreksi konsep surat. Jika setuju, ) Draft surat 5
7. |membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, Tidak | ra a.mca ¢ i Surat
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. yang diparai 1 menl
Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk Ya 10 | Suratyang
8. Surat . .
memroses surat keluar menit |akan diproses
. . SOP
Menerima surat, lalu memberikan nomor surat, Surat yang 1 Surat yang
9. . Y ) < 0.~ | Penomor
stempel dan mengagendakan arsip surat akan diproses| hari | siap dikirim
an Surat
10. {Mendistribusikan surat kepada pihak yang terkait m.Emﬁ .E_.a 8. Surat yang
siap dikirim | menit




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/20/DKP-SOP.1/112017

Tanggal Pembuatan

01 February 2017
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

[Dasar Hukum

Kualifikas] pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralataniperlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Ne Uralan Kegiatan Pengad Ket.
gadm., Kasubag
Umum Umum Kepala Dinas Kelengkapan | Waktu Output
. . Surat masuk yang
tat |, perih , o
1. Menca at nomor, tanggal, perihal surat pada buku agenda, dan memberikan Surat masuk 5 | telah diberi lembar
lembar disposisi menit L
disposisi
9. z_m_.:cm:._mm: paraf pada lembar disposisi dan selanjutnya menyerahkan kepada M Mﬂ_ aﬂuﬂﬂl_ﬂwﬂwﬁ 8. WM:B@cM_,_M_“mmeMw“
Kepala Dinas L menit
disposisi paraf
Lembar disposisi 30
3. |Memberikan disposisi terhadap surat masuk yang telah diberi menit Disposisi
paraf
Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk mendistribusikan surat sesuai L 10 L
4.0 . Disposist . Disposisi
disposisi Kepala Dinas menit
5 Surat dan disposisi
5. |Mendistribusikan surat Disposisi . yang telah
menit . .
disampaikan




Nomor SOP 523/21/DKP-SOP.1/1/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi - > N
Tanggal Efektif 01 Februgly 2017, B
Disahkan oleh Kepala Kelautan da anan
- AETAN Ow.:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ENIR A
Ir. H. A
NIP.1 05 199403 1 011
Subbagian/bidang Umum |
(1R TN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Usulan Perjalanan Dinas

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas
3.

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan fidak terlaksana dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubag Ket.
Staf Umum Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1 Sekretaris memerintahkan dan memberikan arahan kepada Kasubag mengenai s ‘ 5 m":m_%cwm.:_x ﬁa
rencana kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan. urat masy menit telah _* " .m.a a
disposisi
Surat masuk yang 10 Lembar disposisi
2 {Kasubag membuat Telaahan Staf untuk Usulan Perjalanan Dinas [ telah diberi lembar i« | ¥ang telah diberi
disposisi meni paraf
3 Staf mengetik Telaahan Staf Perjalanan Dinas dan membsrikannya ke Kasubag _.oscwq_a__wumm._ 30 Disposisi
Umum yang telah diberi menit isposisi
paraf
4 Kasubag menyerahkan Telaahan Staf Perjalanan Dinas ke Sekretaris, apabila Disposisi 10 .
satuju diberikan paraf diteruskan kepada Kepala Dinas SpoSis| menit Disposisi
Selkretaris menyerahkan Telaahan Staf Perjalanan Dinas ke Kepala Dinas,
5 . L i
apabila setuju diberikan Tanda tangan persstujuan
6 Menandatangani Telaahan Staf perjalanan dinas dan memerintahkan sekretaris
untuk menindaklanjuti SPT dimaksixd
7 Memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti SPT Perjalanan Dinas yang
telah ditandatangani Kadis
8 Memerintahkan staf untuk segera melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Disposisi 5 Surat dan q"mﬂczmm
SPT dan tujuan kegiatan ISposis| menit yang a.m
disampaikan




Subbagian
Perencanaan dan Keuangan



Nomor SOP 523/23/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi =

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang engarian -
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Penyusunan RKA, DPA

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami cara penyusunan renja
2. Paham membuat kegiatan RKA DPA

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rencana Kerja 1. Peraturan Perundang-undangan
2. Renstra

3. Data Harga Satuan Barang

3. ATK, Komputer Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan
[Rencana Kegiatan harus dibuat, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Keglatan Kasubag/ Kasubag Ket.

Kasi Sekretaris Kadis Perencanaan Kabid Kelengkapan | Waktu Output
1 |Menyusun draft RKA, DPA Jumlah kegiatan amm:: Disposisi
2 |Menindaktanjuti hasil penyusunan RKA,DPA usul RKA, DPA :M: RKA, DPA
3 |Menyampaikan usul kegiatan beserta RKA usul RKA, DPA EMN_. RKA, DPA
4 Memerintahkan rapat untuk membahas usulan kegiatan dan usul RKA, DPA 2 hari RKA. DPA

melaksanakan rapat pembahasan.
5 {Mengkoordinir Rapat pembahasan RKA, DPA usul RKA, DPA _..“q_ RKA, DPA
& |Mengesahkan Draft RKA, DPA RKA, DPA 3%: RKA, DPA
7 IRencana Kegiatan dalam RKA, DPA & RKA, DPA yg sudah RKA, DPA
ditandatangani




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/24/DKP-SOP.1/I/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh fas Kelautan, garrPerikanan

Subbagian/Bidang : 3

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

N Y ,\
Nama SOP PENYUSUNAN: |/ PERGESERAN ANGGARAN

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2  DPA dan RKA 2017
3 DIPA dan RKA KL 2017

Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017

1. Memahami cara perubahan atau revisi anggaran
2. Paham membuat kegiatan RKA, DPA

[Keterkaitan moi_-z_.%o_._o:nxnv-:

1. SOP Rencana kerja 1. Komputer
2. DPA Tahun sekarang yang berjalan
3. ATK

rz_:ua-: Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Kasubag Ket.
Kasubid/ Kabid Keuangan Kadis Bangda/KL Kelengkapan | Waktu Output
Kasubag
dan
1. {Menyusun revisi/draft pergeseran anggaran Surat Edaran 1 hari DPA
2. |Menindaklanjuti hasil penyusunan revisi DPA 1 hari Kegiatan
3. {Menyampaikan usulan revisi kegiatan DPA 60 Kegiatan
. yampa eg Ya menit g
Tidak %
4, IMengesahkan draft revisi DPA/DIPA <~ DPA menit Kegiatan
60 .
5. |Pembahasan DPA ) Kegiatan
menit
. . 30 .
6. jPersetujuan Revisi DPA \ Kegiatan
menit




Nomor SOP 523/25/DKP-SOP.1/1/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi - =~
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang Perendarkan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara,
Penyusunan, Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Memahami cara penyusunan renja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu untuk menganalisa

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materi/bahan fasilitasi

3. Komputer, Printer

4, ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kadis/Kabi Ket.
3 . ar Kabid Tim Renja Kadis Kelengkapan | Waktu Output
im Renja

1. [Menyusun jadwal rencana kinerja dan evaluasi renja tahun sebelumnya ._maﬁmm._.ww__ﬁ_ﬂm thn 1 hari u mg.,_zm_ qw:_m. wmn.m

ari asil evaluasi renja
2. |Menindaklanjuti hasil rapat penyusunan renja MM“%MMMMM MM”_.M 1 hari &MMM“\_M ﬂ._qﬂu‘wmwmgm
3. |Menyusun draft renja Ya .Lmuimb .as_ 3y . 2 Draft renja

disepakati bersama [ minggu
Ti

4. IMengesahkan draft rencana kerja Draft renja 1 hari Renja Final
5. {Rencana kerja Renja Final 1 hari v“%.“n“wﬂ:




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/26/DKP-SOP.1/1/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (LPPD)

[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. 1. Memahami cara penyusunan renja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mampu untuk menganalisa
-
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materi/bahan fasilitasi

3. Komputer, Printer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris _uznn__u»m StaflTim | Kelengkapan | Waktu Output
erencana
1. [Memerintahkan untuk membuat laporan tahunan Surat/disposisi 5%: Surat/disposisi
v wo
2. [Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan SK Tim am%. SK Tim
A 4
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk mengumpulkan Bahan Laporan 60 Bahan Laporan
3. . _ dan Data . dan Data
data dan informasi dan menyusun laporan tahunan menit
Peraturan Peraturan
A 4
Stafftim mengumpulkan bahan dan data yang diperiukan, Bahan Laporan 1-7 Bahan Laporan
4 mengetik draf laporan tahunan dan melaporkannya dan Data hari dan Data
9 4 P y Peraturan Peraturan
A 4
Mengoreksi Draft Laporan Tahunan jika setuju diparaf, jika tidak 1-3
5 dikembalikan untuk diperbaiki Yy Draft Laporan hari Draft Laporan
Mengoreksi Draft Laporan Tahunan jika setuju diparaf dan Ya ._.am_. 30
6. |diserahkan kepada Kadis, jika tidak dikembalikan untuk [ Draft Laporan menit Draft Laporan
diperbaiki
Ya
Memeriksa draft laporan jika setuju ditandatangani jika setuju Tida 30
- | ditandatangani jika ttidak dikembalikan untuk diperbaiki J Dratt Laporan | ot | Draft Laporan
9. {Mendokumentasikan laporan tahunan Laporan 8. Laporan
Tahunan menit Tahunan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/27/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

T
Nama SOP PELAPORAN KEGIATAN (APBN & APBD)

fm.u- Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara
2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami cara penyusunan laporan
2. Mampu untuk menganalisa

_xo»o_._s:-: Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Keluar 1. Laporan dari Satker APBN
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pelaporan kegiatan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak akan terdeteksi sampai sejauh mana realisasi kegiatan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Sekretaris Kasubag Staf Kadis Kelengkapan | Waktu Output
Perencana
SOP
1 Memberikan disposisi kepada Kasubag untuk memproses Dokumen/data | 10 | Dokumen/data | Penyusunan
" llaporan/data yang diterima satker menit satker Rencana
. Kegiatan
Melakukan koordinasi dengan kasubag keuangan dan masing- - Surat Surat Permintaan
2, . _ 1 Jam
masing bidang Permintaan Data Data
g
Memerintahkan staf untuk merekapitulasi laporan/data yang : Data Capaian Data Capaian
3. |diterima dari satker APBN baik DK/TP Provinsi dan TP Kab/Kota, - Kinerjiadan |25hari| Kinerja dan
dan membuatkan laporan bulanan, triwutan realisasi realisasi
4 z_m:.@om.wwm_ amz.w yg sudah diolah, jika setuju diparaf, jika tidak Draft Laporan | 20 hari | Draft Laporan
setuju dikembalikan kepada staf
Mengoreksi data yg sudah diolah, jika setujua diparaf, jika tidak 10
5 setuju dikembalikan kepada Kasubag Draft Laporan menit Draft Laporan
Mengoreksi data yg sudah diparaf, jika setuju ditandatangani jika 10
6. tidak sesuai dikembalikan kepada Sekretaris Dratt Laporan menit Draft Laporan
Memerintahkan staf mengirim hasil rekapan APBD ke Bappeda, Laporan Laporan
7. |Biro Keuangan, Biro Bangda dan Humas, Sedangkan rekapan Bulanan, 1 hari Bulanan,
APBN diserahkan kepada Satker APBN Prov dan Kab/Kota Triwulan Triwuian




:

Nomor SOP 523/28/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

‘...{l Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Perikanan
PEMERINTAH PROVINS|I KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang _|Perengankan L
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP |Pelaksanaan Fasilitasi

Dasar Hukum

Kualifikas| pelaksana

1. Peraturan Guberur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian Dokumen 1. Materi/bahan fasilitasi
2. Undangan
3. Laptop dan LCD Projector
4. ATK

'vozznnsn Pencatatan dan pendataan

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Kasubag
KCDK Perencana Sekretaris Kelengkapan | Waktu Output
Sumber informasi Informasi Data Informasi Data
Meminta data/informasi dari kab/kota mengensi Data Luas
Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Informasi Data Informasi Data
Pangan & Hortikuftura
Memerintehkan staf untuk merekapitulasi data dari kab/kota Data
Mengetik rekapitulasi data dari kab/kota Data
b
N
Menyerahkan data hasil rekapitulasi ke kasubag perencanaan TN .\ Data
3
_ <
Menyerahkan data hasil rekapitulasi ke Sekretaris TN Data
Melakukan koreksi data hasil rekapitulasi, jika setuju
menandatanganinya, jika tidak mengembalikan ke sekretaris o~ Data
Memerintahkan staf untuk menyampaikan data ke BPS Data
Pemberian Informasi ke Publik Data




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/29/DKP-SOP.1/112017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang PerericAnaan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP Rapat Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Mampu mengosep surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Penomoran Naskah Dinas 2. Komputer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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—kagiatan

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket.
Kadis Sekretaris | Kasubbag Staf Kelengkapan | Waktu Output
Memerintahkan Sekretaris untuk melaksanakan monitoring . A
1. . - 5 menit Disposisi
pelaksanaan/penerapan kegiatan
2. |Memerintahkan Kasubbag untuk menyusun instrumen monitoring Disposisi 3%: Disposisi
A 4 _A . tru
3. [Menyusun konsep instrumen monitoring Disposisi 1 jam onsep wzm_ men
manitoring
<ﬂ [ Y
ksi i itoring. Ji ju, bubuhk Tidak
Mengoreksi x.ogmmu ._amq.cam: moni o:s@. Jika setuju, membubuhkan \ﬁ Konsep instrumen | Catatan atas konsep
4, |paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubag untuk . 5 menit .
. . monitoring instrumen
diperbaiki.
Ya
Memeriksa konsep instrumen monitoring. Jika setuju, membubuhkan Tidak Catatan atas konse Konsep instrumen
5. {tanda tangan. Jika tidak, mengembalikan kepada Sekretaris untuk \ P15 menit monitoring yang
. . instrumen . I
diperbaiki. sudah diperbaiki
6 Memerintahkan Kasubag untuk menyiapkan dan melaksanakan . xozmwu ,.smzcam: 5 menit Disposisi
" Imonitoring monitoring yang m isposisi
sudah diverhaiki
7. |Menyiapkan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Disposisi 1 hari vm_mx.mmz.mms
Monitoring
e . . I Pefaksanaan . Laporan hasil
8. |Mengevaluasi hasil monitoring dan menyusun laporan hasil monitoring o 1 jam o
Monitoring monitoring
. Laporan hasil
9. |Melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Dinas rmuoﬂ: wme_ a. monitoring yang
monitoring menit . .
disampaikan
10 Mempelajari laporan hasil monitoring dan memberikan arahan ‘ _rm_won.wz hasil 15 | Arahan terkait hasil
"|mengenai tindak lanjut yang seharusnya dilakukan aozhn_v:_.a Y29 I menit manitoring
[renma
Laporan dan
1 Menindaklanjuti arahan Sekretaris dan Kadis untuk dijadikan bahan Arahan terkait hasil | 15 rekomendasi
"|perbaikan pelaksanaan/penerapan kegiatan monitoring menit pelaksanaan
keniatan
Laporan dan ;
Mendokumentasikan laporan hasil monitoring dan arahan perbaikan rekomendasi . _.mmoﬂz hasi
12 dari Sekretaris dan Kepala Dinas T menit| monitoring yang
P pelaksanaan didokumentasikan




Nomor SOP 523/30/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP LAPORAN MONITORING

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Inpres No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 Permenpan No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas KInerja Instansi

1. Memahami peraturan yang terkait dengan LAKIP
2. Memahami perencanaan dan pelaporan kerja

Pemerintah
ﬁ.x.»o}-zn_.. qu-_-rau!_osn_..v.:
1. 1. Laporan Triwulan
2. 2. Laporan Tahunan
3. Rensta

Rencana kerja dan penetapan kinerja

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pefaksana Mutu Baku
No Uraian Kegilatan .
Staf SKPD Terkait Kasi Kabid Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output
1 {Menyiapkan bshan monitoring dan evaluasi - 5 menit Disposisi
Ya
Tidak 1
2 [Mengoreksi bahan rapat dan menyampaikannya ke Kabid <> Disposisi 10 Disposisi
ng n rapa yamp Y N Ya pos menit posi
Tidak
Memerintahkan staf untuk menyiapkan kelengkapan rapat dan form isian L ) Konsep instrumen
3 - Disposisi 1 jam -
data serta mengirim surat undangan rapat monitoring
4 |Mengirim surat undangan rapat ke Kab/Kota dan instanst terkait _ —F Konsep Smﬁ_z_g 5 menit omﬁ,m: atas konsep
monitoring instrumen
Menyampaikan laporan ke Kabid bahwa undangan telah dikirim dan _ 1
5 )
menyiapkan bahan rapat
L 4 Konsep instrumen
—
6 |Membuka acara dan menyampaikan kebijakan pemerintah 1 _ nms..m: atas korisep Smenit| monitoring yang
instrumen ) o
sudah diperbaiki
Konsep instrumen
7 |Menyampaikan materi dan agenda rapat monitoring yang | 5 menit Disposisi
. sixiah dinerhaiki
8 Menyampaikan masukan saran dan pendapat serta laporan eksisting Disposisi 1 hari _um_mx,mm_.&m:
broaram Monitorina
) B Pelaksanaan . Laporan hasil
9 |Menanggapi masukan dan saran dan pendapat Monitoring 1jam monitoring
: Laporan hasil
: . ) Laporan hasil 15 e
10 [Menyusun kesimpulan hasil rapat dan agenda tindak lankut monitoring menit so.:_.o::n. yang
disamnaikan
Laporan hesd 15 | Arahan terkait hasi
— _— o ait hasil
1 [Membuat notidensi hasil rapet koordinasi s._o:;.o:% yang | Lo moritoring
diterima
T Laporan dan
" . . . A i .
12 |Mengoreksi notuien, jika setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke staf rahan :.w%.w_ hasil ,G. rekomendasi
monitoring menit .
pelaksanaan kegiatan
Arahan terkaithasil | 15 |  LoPerandan
13 |Mengoreksi notuten, jika setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke kasi o ) rekomendast
monitoring menit )
pelaksanaen kegiatan
S Laporan dan
14 |Mengoreksi notulen, jka setuju diparaf jika tidak dikembalikan ke kabid Arehan terkaithasil | 15 | s
monitoring menit .
. pelaksanaan kegiatan
i ] i il . 1
15 zgmsg. surat terlampir notulen dan kesimputan hasil rapat dan & Laporan Hasil Repat 0 Arsip
mengarsipkannya menit




Nomor SOP 523/31/DKP-SOP.1//2017

Tanggal Pembuatan 01 February 2017

Tanggal Revisi - =

Tanggal Efektif 1

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP et s el

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas
3.

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

fv.i:murz

Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

K]




No

Ursian Kegiatan

Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kabid untuk membuat faporan kinerja
kegiatan dan laporan realisasi keuangan sebagai bahan penyusunan lakip

Menyerahkan aporan kinerja kegiatan dan laporan realisasi keuangan sebagai
bahan penyusunan LAKIP

Menyusun Draft LAKIP dan meminta staf yang menangani untuk melakukan
verifikasi terhadap draft LAKIP yang telah dibuat

Mengetik dan menyiapkan rapat pembahasan draft LAKIP

Rapat pembahasan dalam rangka penyempurnaan draft LAKIP

Memperbaiki draft LAKIP hasil pembahasan dan selanjutnya dimintakan
persetujuan Kepala Dinas

Menyetujui dan megesahkan LAKIP

Mermerintahkan staf untuk mengirimkan dokumen LAKIP ke Biro Organisasi dan
Inspekforat

Pelaksana Mutu Baku
Biro Ket.
Kadis | Sokelnisl | KaO0T | qiuimim | organisasit | Kelonghapan | Wakt|  Output
inspektorat
Peraturan LAKIP 3.
menit
’ 2 Pakel laporan
Laporan LAKIP inggu x.@n_m-mz dan
realisasi keuangan
3 Paket Laporan 3
_ I Kegiatan dan mingau Draft LAKIP
Realisasi Keuangan ngg
A 4
Draft LAKIP g telan | 4 i | praft LaKP
diverifikasi
catatan atas draft L
LAKIP sebagai | 1 hari ZOEWMM, ,:mw__
bahan rapat e
Draft LAKIP dan
Notulensi Hasil 2 hari Draft LAKIP
Rapat
oi.,_ LAKIP g tefah 1hari | Dokumen LAKIP
disempurnakan




Nomor SOP 523/32/DKP-SOP.1/11/2017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang xo:.n:moa :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Penyusunan Pembuatan Daftar Gaji

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ~Yang memahami penatausahaan Keuangan

2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) :

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

[Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Pengolahan Data 1. Komputer/laptop, printer beserta kelengkapannya
Peringatan Pencatatan dan pendataan

~Tercatat dan Diarsipkan
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Peiakeana Mutu Baku
Urnian Keglatan
Sakretaris | KabidKPA BPP Kelengkapan | Waktu Output
1 IMenyusun Formulir master Gaji (FGM) Pegawai dan Membuat Daftar Nominatif . "
Daftar Gaji Daerah (DAGDA) serta Menyusun Surat Perintah r_ v Pegawai, Formulir | 11 hari Fomue Master Gaf,

Pembayaran (SPP) untuk BTL-Gaji

Masler Gaji (FMG)

Daftar Gaji, SPP LS

Memeriksa kelengkapan Persyaratan SPP, apabiia belum

ditandatangani kadis

memenuhi syarat kembali ke BPP Gaji SPPLSBTLGaj | | | SPPLSGalyg
hari diperiksa
v = — y
v T C sreisaricn | 1| srasoron
y | - yang telah diperiksa | han | yang telah diperiksa
Memverifikasi SPM LS Belanja Tidak Langsung-Gaji, apabila Konsap SPM LS '
belum memenuhi syarat kembali ke BP < Belanja Tidak ! ) .mmg LS Balanja -
N ; hari | Tidak Langsung-Gaiji
b Langsung-Gajt
Mengengetahui dan Memaraf SPM LS Belanja Tidak Langsung- N
skah SPM LS .
Gaji apabila tidak Jengkap kembali ke KSB KEU < S aska SPMLS Belanja
T~ Belanja Tidak . ) "
1 ) 3 jam {Tidak Langsung-Gaji
Langsung-Gaji e
I Terverifikas
Terverifikasi
Menyetujui am_.g. z_%m:amaém:_ SPM LS Belanja :amr. Naskah SPMLS .
Langsung- Gaji apabila belum memenuti syarat kembali ke Belanja Tidak ’ SPM LS Belanja
. Ti i
diparaf sekretaris ¥g aip
Menyampaikan SPM ke Biro Keuangan SPM LS Belanja SPM LS Belanja
Tidak Langstng-Gaji Tidak tangsung-Gaji
yg ditandatangani 2 yg ditandatangani
Kadis, SP20, Bukti | hari | Kadis,SP2D, Bukti
Transaksi, BKU, LPJ Transaksi, BKU, LPJ
8PP BPP
Melakukan Pembayaran Gajt Pegawat Melalui Bank,
Membukukan Transaksi kedalam BKU, Menyusun Laporan SP20, Daftar 20 hari SP2D, Daftar
Pertanggung Jawaban Bulanan Sebagai Bahan LPJ Fungsional Penerima Gaji Penerima Gaji
BPP
Memeriksa kelengkapan LPJ BPP —
| S LPJBPP ! LPJBPP
hati
0 |Menverifikasi dan Memaraf Naskah Pengesahan Pertanggung 9 Konsep Pengesahan
Jawaban apabila belum memenuhi syarat kembali ke Verifiasi A > Pertanggungjawaba 7“__
n
1 zmaun._m_ﬂ:_m: dan _smssﬂ; mex_m” vﬂjmmmﬂﬂmmhm%_u_u. \A/V Naskah Pengesatan
apabila belum memenuhi syarat kembali ke /\ Pettanggungjawaba S
fi yang elah 4
diverifikasi
z.m:%wﬂi dan Zmzwazm_w:mmﬂ__x zmmaxw:xvmwammmmwzm_. SPJ BPP Naskah Pengesahan
apabila belum memenuhi syarat kembali ke Sekrertaris Pertanggungjawaba| 1
N yang telah diparaf] hari
Sekretaris
Mengarsipkan Naskah Pengesahan
Pertanggungjawaba 1jom
n yang telah




Nomor SOP 523/33/DKP-SOP.1/1112017
Tanggal Pembuatan 01 February 2017
Tanggal Revisi . N
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang xoé.-:%b
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembukuan Keuangan Dinas
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ~Yang memahami penatausahaan Keuangan
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengolahan Data 1. Komputer/laptop, printer beserta kelengkapannya
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- ~Tercatat dan Diarsipkan
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ditandatangani Kadis

ditandatangani Kadis

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket
Kadis Sekretaris | Kabid/KPA | Kasubbag BP BPP Kelengkapan Waktu Output
. , Cek yg telah tercatat
Mencatat
1 |Menerbitkan Cek dan Mencatat daiam BKU BP SP2D 3 jam dalam BKU BP
Cek yang tetah Uang Tunai, Bukti
Mentunaikan Cek / mencairkan cek, 'Melakukan Transaksi, Menyusun | tarcatat dalam m__Ac . Transaksi, BKU BPP,
2 ) BP, Uang Tunai, |25 hari Laporan
BKU BPP dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bulanan BPP ] i ) ?
Bukti Transaksi, BKU Pertanggungjawaban
BPP 8PP
) 4
3 Memeriksa kelengkapan dan Menandatangani LPJ Bulanan BPP, A\ Pert :rmuoﬂ: banl 3 P rmvom.s b
apabila tidak lengkap kembali kepada BPP anggungjawabany Jjam | Pertanggungjawaban
BPP BPP
Laporan Laporan
4 |Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BP vm;m%u@mw@m_”%mom: 1 hari vmnmm@%muwww‘.mcmz
ditandatangani KPA ditandatangani KPA
— . Laporan Laporan
Memverifikasi dan memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP dan ) . )
S kelengkapannya, apabila tidak lengkap kembali ke BPP vmnm:ommwemsmv% 2 har wmnmémmwn_ms%m:
) . Laporan Laporan
Mengetahui dan memparaf Laporan Pertanggungjawaban BP beserta ] ) . ,
€ o i Pertanggungjawaban| 3 jam | Pertanggungjawaban
la tidak | b
kelengkapannya, apabila tidak lengkap kembali ke Kasubag keuangan BP terverifikasi BP terverifikasi
Laporen Laporon
7 Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban BP beserta kelengkapannya, Pertanggungjawaban 1 hari Pertanggungjawaban
apabila tidak lengkap kembali ke sekretaris BP yang diparaf BP yang diparaf
sekretaris sekretaris
Laporan Laporan
. Pertanggungjawaban| , . Pertanggungjawaban
8 M kan LPJ BP
engarsip BP yang telah Ham BP yang telah




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

523/34/DKP-SOP.1/12017

Tanggal Pembuatan

01 February 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

01 Februagy 2017,

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

~Yang memahami penatausahaan Keuangan

[Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengolahan Data

1. Komputerflaptop, printer beserta kelengkapannya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

~Tercatat dan Diarsipkan




Mutu Baky

g telah diparaf kadis

Uralan Kaglatan
Rekaptulasi / Dattar Penerima
| Menyusun Surat Perintah Permbayaren (SPP) untuk BTL Tunjangan Penermna Tunjangan | 2 hari Turgangen
Daerah
Daerah
SPP.LS BTL
rksa kelengkapan P SPP. apabia bewm lengkap m.bv'_.m BTL 1 hari Tunjangan
kembei ke BPP Gap Tunjangan Daersh
SPP-LS BTL
SPP-LS BTL Tunjangan
Menytsun SPM LS Balanja Tidek Langsung Tunangan Daerah Tunjangan Daerah 1han | Cserah yang
yang telah Verifikatur telah
Verifkatur
SPM LS
Konsep SPM LS ;
Menverifikasi SPM LS Beianja Tidak Langsing Tunjengan Doerah <L V Beke Tk I nan | Bolama Tidsk
apabile belum lengkap kembak ke BP o Langsung-
Langsung-Tunjangan Tusangan
SPMLS
. Naskah SPM LS O
Menganaksa SPM LS Belsnja Tidak Langsung- Tunjengan Daersh <> Beboia sk | 3| Pote Tek
apabiia beksm memenuhi syarat kembal ke Kasubag Keuangan Langsung-Turjangen Langsung-
Tungangan
SPMLS
Naskah SPM LS Belanja Tidak
; Betanja Tidak Langsung-
Menyetuji SPM LS Belanja Tidak Langsung Tunjangan Daerah Apable Lengoun n_.?aég 1 han qwé Su:
tidak setup kembal ke Sekretariat Daersh yang tolsh Deer, 3& va:n g
diparef Sekrelaris tefah dipacal
Sekretaris
SPM LS
Belanya Tidak
SPM ke Biro b M " SPM LS Belanja Tidak Langsung-
@ Biro . A
= y y sung-Tunjengan. Tunjangan,
7 Tunjangan Daerah meleks Bank dan Membukukan Transaksi kedalam E:nm_uww o&ﬂw 25han | SPZD. Dater
BKU. Menyusun Laperan Pertanggung Jawaban Bulanan Sebagai Penerma .._.E_oam%. ?:mzaw
Bahan LPJ, Fungsional 8PP BKU, Bukti Transeksi Tunjengan,
BKU. Bukti
Transaksi
Konsep Pengesahan Peng X
Pertanggungjawatan Pertanggungia
8 |Memeriksa Kelengkapan LPJ BPP yang teish dipenksa Thai | wabanyang
Veriikat telah dipenksa
ul Verifikatur
Naskah
\ fikasi den M f Naskah Pengesahan Pertanggung Jawsban /\I I\! Neskah Pengesahan 3jom Pengesahan
Apabile ada Koreksi Kembal kepada Verifikatur Pestanggungiawaban Pertanggungja
waban
Naskah
Mengetahui dan Naskah Pengesahan SPJ BPP. sda kembah V Naskah Pengesahan { han Pengesahan
ke Kasubag Keuangan Pertanggungjawaban Pertanggung)ja
waban
N Naskah
- Naskah Pengesahan Pengesahan
ins dan Menandatangani Nagkah P SPJ 8PP Apabia Pertanggungjawaban . Perlanggungja
: 3 jam
tidak setups kembal ke Sekretariat ¥ teleh diparaf waban g telh
sekretaris diparaf
sakretenis
Naskah Pengesahan
2 | Mengarsipkan Pertanggungjawaban




Bidang
Perikanan Tangkap



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/35/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017

Tanggal Revisi s

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap

T (SIUP)

_wnuz Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia

3. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap di WPP NRI

4. Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Meja
2. SOP Surat Keluar 2 Kursi
3 Komputer
4 Printer
5 Alat Tulis Kantor
6 Kendaraan Operasional
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIUP terlambat, maka akan mengakibatkan SIUP tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi Kabid
No. Keglata . . :
glatan Pengadm Pengelolaan Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Umum SDl dan Tanaka
Pelayanan UPI gkap
Menerima Dokumen Pembuatan
1 |SIUP dari Dinas Penanaman Modal Berkas Persyaratan 1,4 onit |Disposisi
. yang telah di lengkapi
dan Pelayanan Satu Pintu ———
Disposisi untuk menindakianjuti
2 Pembuatan SIUP |D Disposisi 10 Menit | Disposisi
Disposisi untuk membuat dokumen ] - .. |Dokumen Persetujuan
3 |persetetujuan pembuatan SIUP Disposisi 10 Menit | o embuatan SIUP
6 Membuat dokumen persetujuan Dokumen Persetujuan 20 menit Dokumen Persetujuan
pembuatan SIUP Pembuatan SIUP Pembuatan SIUP
. Dokumen Persetujuan .. |Dokumen Persetujuan
7 |Validasi/Paraf Pembuatan SIUP 15 menit Pembuatan SIUP
e nr_ Dokumen Persetujuan .. |Dokumen Persetujuan
8 |validasiParaf Pembuatan SIUP 15 ment Pembuatan SIUP
ﬁL\ Dokumen Persetujuan Dokumen Persetujuan
9 |Validasi/Paraf L Pembuatan SIUP 15 Menit Pembuatan SIUP
Menyerahkan Dokumen Persetujuan
10 Pembuatan SIUP yang telah di A v Dokumen Persetujuan 10 menit Dokumen Persetujuan
Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman Pembuatan SIUP Pembuatan SIUP
modal dan pelayanan satu pintu




‘....; __...AEH'

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP 523/36/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017

Tanggal Revisi - 3

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Subbagian/Bidang Perikahah Tangkap

Nama SOP Avmo_axﬂ_—vﬁa: Surat |zin Kapal Pengangkutan lkan

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Negara Republik Indonesia.

Perikanan Tangkap di WPP NRI .

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan

3. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 tentang perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 tentang Usaha

4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

DB wWwN

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIKP! terlambat, maka akan mengakibatkan SIKP! tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.




Pelaksana Mutu Baku
Kasi
Pelayanan Kabid
. Kegiata 5
No eglatan Petugas no.n_.._nnm Cek Usaha Kepala Perikanan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelayanan Fisik Kapal Dinas
Penangkapan Tangkap
lkan
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin kapal pengangkut ikan dari ]vﬂv Berkas Persyaratan . . L
! Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi 10 menit | Disposisi
Pelayanan Satu Pintu
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan fisik kapal pengangkut SPT Disposisi 30 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan .
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal pengangkut SPT Pemeriksaan 10 Menit |SPT Pemaeriksaan
ikan
4
Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal SPT Alat Ukur, Kostum . . -
4 pengangkut ikan Petugas. 1 Hari Laporan Hasit Cek Fisik Kapal
] }
Membuat BAP dan Rekomendasi ] % ] . o .
5 |hasil cek fisik kapal apakah layak atau Tidpk Wwvmﬂm: Hasil Cek Fisik 2 jam mwxw__j endasi Hasll Cek Fisik
tidak mendapatkan izin N va P P
\ 4 " "
Rekomendasi Hasil Cek . .
6 jMembuat dokumen SIKPI _ *_ Fisik Kapal 15 menit  |Dokumen rekomendasi
L 4
7 |Validasi/Paraf Dokumen Rekomendasi |15 menit chc.amq Rekomendasi
{ _ tervalidasiterparaf
7 -
P Tanda Tangan Dokumen ﬂL Dokumen Rekomendasi 15 menit WM”NHMW”MJMH_@MHM da
Rekomendasi Pembuatan SIKP! Pembuatan SIKPI )
tangan kepala dinas
Menyerahkan Dokumen .
Rekomendasi Pembuatan SIKP! yang Wmﬂwdmw”mmﬂmw_w:nmm_
9 |telah di Validasi/Paraf ke Dinas 15 menit  |SIKP|

Penanaman modal dan pelayanan
satu pintu

tertanda tangan kepala
dinas




Nomor SOP

523/37/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan

01 Februari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh n Perikanan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NIP.19$4D205 199403 1 011
Subbagian/Bidang Perikghan Tangkap
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

tﬂz Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkap lkan dan Penempatan Alat 2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.
Penangkap lkan dan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.
4. Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 ttg perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap
di WPP NRI
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Meja
2. SOP Surat Keluar 2 Kursi
3 Komputer
4  Printer
5 Alat Tulis Kantor
6 Kendaraan Operasional
7 Jaringan Web/Jaringan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SIP| terlambat, maka akan mengakibatkan SIP| tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi Pelayanan Kabid
No. iata
L} Kegiatan Petugas _umfumm Cek Usaha xn”vm_m Perikanan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelayanan Fisik Kapal Penangkapan Dinas
Tangkap
lkan
Menerima Dokumen Pembuatan Surat
izin kapal penangkapan ikan dari Berkas Persyaratan yang . . .
1 Dinas Penanaman Modal dan telah dilengkapi 10 menkt | Disposisi
Pelayanan Satu Pintu
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan fisik kapal penangkap SPT Disposisi 30 Menit |SPT Pemeriksaan
ikan dan alat penangkapan ikan
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal penangkap SPT Pemeriksaan 10 Menit  |SPT Pemeriksaan
ikan dan alat penangkapan ikan
Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal
4 |penangkap ikan dan alat penangkapan WMM._MMW Ukur, Kostum 1 Hari Laporan Hasil Cek Fisik Kapal
ikan '
1
Membuat BAP dan Rekomendasi hasil ) } . - . ) -
§ |survey apakah layak atau tidak Tidpk anﬂ% Hasil Cek Fisk 15 1am meow,mamm_ Hasil Cek Fisik
mendapatkan izin N va P pa
g |Membuat dokumen rekomendasi A Rekomendasi Hasil Cek |, |0 Komendasi
pembuatan SiPI Fisik Kapal okumen rekomencast
7 |Validasi/Paraf f Dokumen Rekomendasi [15 menit Uo_AcBm:, Rekomendasi
tervalidasi/terparaf
A 2 . Dokumen Rekomendasi
8 [ValidasiiParaf __ _ Dokumen Rekomendasi | 15 ot | pembuatan SIP! tertanda
Pembuatan SIPt )
tangan kepala dinas
Menyerahian Dokumen Persetjuan Dokumen Rekomendasi
9 mouaan yang hLU Pembuatan SIP{ tertanda| 15 menit | SIP}
Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman tanqan kepala dinas
modal dan pelayanan satu pintu ng P




Nomor SOP 523/38/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang _|Pe 2
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembuatan.Surat Keterangan Nelayan Andon

(SKNA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Nelayan Andon
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Petugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

_-xognzos

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

7 Jaringan Web/Jaringan

DO s wN

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan SKNA terlambat, maka akan mengakibatkan SKNA tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadm Pen _AMM__mms Kabid Keterangan
: g 9 ) 9 Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 9
Umum SDI dan Tanaka
Pelayanan UPI grap
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat 1zin kapal penangkapan ikan Berkas Persyaratan . " .
! dari Dinas Penanaman Modal dan yang tetah dilengkapi 10 menit | Disposisi
Pelayanan Satu Pintu | .
v
Disposisi untuk menindaklanjuti . . . . "
2 Pembuatan SKNA ID Disposisi 10 Menit |Disposisi
3 Disposisi untuk membuat dokumen Disposisi 10 Menit | Dokumen SKNA
SKNA
6 |Membuat SKNA Dokumen SKNA 20 menit |Dokumen SKNA
8 |Validasi/Paraf Dokumen SKNA 15 menit |20kumen SKNA
Tervalidasi
9 |ValidasifParaf — Dokumen SKNA 15 Menit | 2okumen SKNA
Tervalidasi Tervalidasi
Menyerahkan Dokumen SKNA yang
10 [telah di Paraf ke Dinas Penanaman _uoxca._m: .mx2> 10 menit Oo.EBo: .wxz>
. Tervalidasi Tervalidasi
modal dan pelayanan satu pintu




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/39/DKP-SOP.1/11/12017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Febrymri 2017

Disahkan oleh Kepala Pjnas Kelautan dap-Perikanan

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

e |igpke)

tw--q Hukum

Kualifikasi pelaksana

Republik Indonesia.

di WPP NRI

1. Permen Kelautan Perikanan No.30 tahun 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
2 Permen Kelautan Perikanan No.26 tahun 2013 ttg perubahan atas Permen KP No.30 thn 2012 ttg Usaha Perikanan Tangkap

3 Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014Tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Petugas dapat menggunakan komputer dengan baik.
2. Pelugas Teknis : Sarjana, Telah Mengikuti Diklat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1 Meja

Kursi

Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor
Kendaraan Operasional

7 Jaringan Web/Jaringan

DO AW N

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan BPKP terlambat, maka akan mengakibatkan BPKP tidak dapat dikeluarkan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi
. Pelayanan Kabid
Ne. Kegiatan Petugas _uo.:..nmw Cek Usaha xn”vu_m Perikanan Kelengkapan Waktu OCutput Keterangan
Pelayanan | Fisik Kapal Dinas
Penangkapan Tangkap
ikan
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat 1zin kapal penangkapan ikan Berkas Persyaratan ) ) "
! dari Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi 10 menit | Disposisi
Pelayanan Satu Pintu
Disposisi untuk melaksanakan
2 |pemeriksaan fisik kapal perikanan SPT Disposisi 30 Menit 1SPT Pemeriksaan
dan/atau alat tangkap ikan % -
Disposisi untuk melaksanakan
3 |pemeriksaan fisik kapal perikanan SPT Pemeriksaan 10 Menit |SPT Pemeriksaan
dan/atau alat tangkap ikan
. . \ . .
Zamxwmjmxms pemeriksaan fisik SPT.Alat Ukur, Kostum . Laporan Hasil Cek Fisik
4 |kapal perikanan dan/atau alat 1 Hari Kapal dan/atau alat tangkap
. Petugas. .
tangkap ikan ikan
Membuat BAP dan Rekomendasi Tidhk } Laporan Hasil Cek Fisik Rekomendasi Hasil Cek Fisik
§ |hasil survey apakah layak atau tidak ! Kapal dan/atau alat 2 jam Kapal dan/atau alat tangkap
mendapatkan izin N va tangkap ikan ikan
Y.
Membuat dokumen rekomendasi _ I m.m..aoam:amw_ Hasil Cek ] .
6 Fisik Kapal dan/atau 15 menit |Dokumen rekomendasi
pembuatan BPKP X
alat tangkap ikan
A 4 R )
7 {Vvalidasi/Paraf l _ Dokumen Rekomendasi |15 menit onc_..:mzA ekomendasi
tervalidasi/terparaf
4 ) Dokumen Rekomendasi
9 |Validasi/Paraf 1 _ Uo_EanmeoSm:nmw_ 15 menit |Pembuatan BPKP tertanda
tervalidasi/terparaf .
tangan kepala dinas
Menyerahkan Dokumen Persetujuan J Dokumen Rekomendasi
10 Pembuatan BPKP yang telah di Pembuatan BPKP 15 menit |BPKP
Validasi/Paraf ke Dinas Penanaman D tertanda tangan kepala
modal dan pelayanan satu pintu dinas




PROTAP PEMBUATAN SURAT PERIZINAN

Berkas Perizinan

-

>

Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Satu Pintu

Tanda Terima
Berkas

- Penerimaan Berkas

- Registrasi Data

- Pemberian Jadwal

- Pemeriksaan lapangan

T

Tata Usaha
Perizinan

Validasi Pengecekan

Kasi Pengelolaan

Kelengkapan Berkas ‘ > SDl dan
Data l Pelayanan UPt
Pemeriksaan Lapangan |3 | Tim Teknis b—3d SK Tim Teknis
BAP
Pemeriksaan
e pd  Pemaparan —-)| Undangan Ke Instansi Terkait
h 4
Rapat Tim Teknis Ly | Tidaksetuju ] Memprases naskah
Kasi, Kabid dan Kadis penangguhan perizinan
{konsep surat
penangguhan di sertai
alasan}
Daftar Hadir - Memproses naskah
Rapat penoclakan perizinan
v
{konsep surat
Setuju penolakan di sertai
alasan)
- Penjadwalan
pemeriksaan Ulang
k2
Percetakan Blangko perizinan - Pencetak
{Paraf Berjenjang) >} Kasi
- Kabid
-TU
4
- Penomoran
Penanda tanganan Perizinan ( - Penggandaan Berkas
Kepala Dinas } > - Pengarsipan




Bidang

Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Sai
Produk dan Pengawasan



Nomor SOP 523/40/DKP-SOP.1/1/2017
Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
|Cara Budiddaya [kan Yang Baik (CBIB) dan Cara
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP Pembenihan tkan Yang Balk (CPIB)
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
CBIB 1. Memiliki kualifikasi pendidikan medis/paramedis veteriner/petemnakan
1. Undang-undana Nomor 10 Tahun 2004 Tentanq Perikanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
CPIB

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentanq Perikanan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu dan qizi pangan

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep/02/Men/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik L

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Karantina Hewan 1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan penggunaan obat ikan diluar daftar ijin edar tidak terkendali.




Pelaksana Mutu Baku
Kasi
. Masyarakat/ Pengendaiian Kabid
No. tan X ) .
° Kegia Pengguna Sekretariat lingkungan | Perikanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput Keterangan
Jasa dan kesehatan | Budidaya
ikan hewan
Perorangan, perusahaan mengajukan

1 [permohonan pengajuan usulan A 1 MM”MMMWHSO_MN._: 10 menit |Surat Permohonan
diterbitkan sestifikasi pembudidaya. sya
Surat permohonan penerbitan r_

2 wﬁ__q.__mww. a_,_._,..mwcr.momzm_ prosedur _ _ Buku Registrasi 15 Menit Pencatatan pendaftaran
administrasi intansi yang berwenang berkas permchonan
mannal " a
Kepala dinas mendisposisi surat Pendaftaran,

3 |permohonan tersebut kepada kabid. _ permohonan, berkas 15 Menit | Disposisi Surat
Perikanan budidaya persyaratan
Kabid perikanan budidaya menelaah
disposisi surat, apabila disetujui
diteruskan kepada kasi. Pengendaiian
lingkungan dan kesehatan ikan dan
apabila tidak disetujui maka surat no-_._qmwnmﬂ_._mmﬂ berias

4 |permohonan diarsipkan dan diberikan N Ra acatan 15 Menit  Pengecekan Lapangan
alasan kepada pemohon secara ﬂmmwc .:m_m\% dak
tertulis dan lisan. kabid perikanan )
budidaya memberikan saran kepada
atasan apabila secara tertulis, izin
tidak dapat di keluarkan.

Kasi. Pengendalian lingkungan dan
; . : Pendaftaran
kesehatan ikan menverifikasi dan < .

5 Kiariflkasi tethadap persyaratan _vmqaog:” an, berkas 15 Menit | Pengecekan Lapangan
penerbitan sertifikasi CPIB dan CBIB persyaratan
Kasi pengendalian lingkungan dan .

6 [kesehatan ikan melaksanakan survey Pengecekan Lapangan |7 Hari Formulir hm:nm:m-m: berkas
lapangan, 1 persyaratan
Kabid. Perikanan budidaya menetaah
surat permohonhan penerbitan \\4 (

7 sertifikasi, apabila disetujui maka ~ Formulir pendaftaran, 15 menit Surat permohonan ke
diparaf oleh kasi, Pengendalian A berkas persyaratan Direktorat Perikanan Budidaya
lingkungan dan kesehatan ikan serta
kabid. Perikanan budidaya.

Kepala Dinas menelaah surat \.,‘ Surat permohonan ke

8 |permohonan penerbitan sertifikasi, direktorat perikanan 15 menit  {Dikirim ke pusat
apabila disetujui dapat ditandatangani. budidaya
Kepala Dinas menandatangani surat

10 permohonan penerbitan sertifikasi Dikirim pusat 1 Bulan |Sertifikasi

CPiB maupun CBIB ke Derektorat

Jenderal Perbenthan.




Nomor SOP

523/41/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan

01 Februari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

01 Febrdgri 2017,

Disahkan oleh Kepala Jnas Kelautan dan Perikanan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
205 ‘523 1011
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP pelarangan peredaran obat kimis

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentanq Perikanan

1. Memiliki kualifikasi pendidikan medis/paramedis veteriner/petemakan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentana Perikanan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu dan qizi
5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep/02/Men/2007 Tentang Cara Budidaya lkan yang Baik
Keterkaitan mﬂ-.-ﬂ:ﬁiaaﬁ-v-:
1. SOP Sertifikasi CPIB & CBIB 1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer
_vozsn-.:_ Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan penggunaan obat ikan diluar daftar ijin edar tidak terkendali.
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Pelaksana Mutu Baku
Tim Kasi
Pembinaan
Pengendalian Kabid
No- Keglatan dan lingkungan | Perikanan [ Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pemantauan dan kesehatan| Budidaya
obat kan ikan hewan
Eusat
Menyiapkan data di setlap akhir
1abun mengumpulkan dan mendata Rapal Koordinast Tim di Penentuan jenis, Jumlah dan
ulang data tentang Jenis jJumlah, dan Pusat dan Pembuatan iokasi pemantauan obal ikan,
1 |lokasi pemantauan, dan menyusun A v formulit/blangko 4 Harl dan formulir/blangko
dokumen perencanaan tahunan pemblnaan dan pembinaan dan pemantauan
pembinaan dan pemantauan obat pemantauan obat lkan obat tkan
ikan nasional (PETAPOIKNAS)
Menunjuk dan menetapkan tim Mﬂ:wcn.m:. mc_a- u
2 |pemblinaan dan pemantauan obat epulusan emang i 15 yyan SK Tim
pembinaan dan
lkan daerah. .
pemantauan obat ikan
R —
Menelaah dan membina ke lapangan
selaku penanggungjawab Zm_._ﬂaq_:_m:xms
3 |pelaksanaan keglatan Tim pelaksanaan 1 Hari Diserahkan kepala seksi
Pembinaan dan Pemantauan Obat mm_:_m:_mcm:
ikan di Lapangan elapangan
Mengapiikasikan pelaksanaan
4 "umaa_:mma a_m__,. o“gﬁc_nu ke ”M_h”w»:hﬂmm: H Wawancara dan pengisian
apangan melalui observasi dan a3 14 Harl "
wawancara serta pengisian checklist pemantauan ke checkiist FL/O1/PB/004
(FLID1/PB/004) lapangan
Melaksanakan survey dan
pembinaan peredaran obat kan serta
memantau distributor dilapangan
apakah obat-obatan yang aman
5 (diguna dan masuk aw_mma daftar obat- Pendataan di lapangan |7 Rart Formulivblangko .
abatan i rekomendasikan pemantauan abat ikan
penggunaannya darl kementrian
KKP sehingga ljin usaha layak
dilanjutkan
Menetaah hasil pembinaan dan
pantauan dilapangan apakah obat
yang beredar aman dan tidak Jika ditemukan obat-
kadaluarsa untuk digunakan maka obatan yang tidak aman
6 harus diparaf oleh kasi pengendalian nr_ baik untuk m,m:cmﬁ akan dikeluarkan
2 hari rekomendasi untuk
lingkungan dan kesehatan lkan serta 7 maupun iingkungan dan elarangan obat ikan tersebut
kabid perikanan budidaya atau jika juga mengedarkan obat P ng
tidak akan dikeluarkan rekomendasl yang sudah kadaluarsa
pelarangan peredaran obat-obatan
tersebut.
Menelaah draft surat rekomendasi,
apabiia ditemukan peredaran obat \< surat permohonan
7 ikan tidak sesuat dan tidak aman rekomendast ljin usaha 60 Menit |dikiren ke i indak
uniuk digunakan maka akan penjualan obat-obatan ispernndakop
diberikan peringatan dan tidak ikan
diterbitkan surat rekomendasinya.
Menandatangan| surat rekomendasi
8 |pelarangan peredaran obat-obatan Ditindaklanjuti 1 Bulan |ljin Usaha

ikan kimla berbahaya




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP 523/42/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentanq Perikanan 1. Memiliki kualifikasi pendidikan medis/paramedis veteriner/petemnakan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentanq Perikanan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentanq keamanan, mutu dan qizi
5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/KPTS/UT.210/1/1998 Tentang Pedomon Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per/oi/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Sertifikasi CPIB & CBIB 1 Buku Register
2 Laptop
3 Printer
_ﬂo.._zg Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan tidak adanya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
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No,

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baky

Operator

Tim
monitoring
Residu

Tim
Laboratorium
Uii

Kasi
Pengendalian
lingkungan
dan kesehatan
ikan hewan

Kepala Dinas Kelengkapan

e e —

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Tim monitoring residu
provinsi untuk melaksanakan
pengambilan sample/contoh sesuai
dengan jadwal dan lokasi yang
ditetapkan

Rapat Koordinasi Bidang

1 Minggu

Penetuan Jumiah Sampel dan
Lokast

membuat Berita Acara pengambilan
sample/contoh dan meninggatkan
satu salinan untuk pembudidaya.

Draft berita acara dan
sampie

1 Hari

Surat serah terima sample

mendistribusikan sample/contoh ke
laboratorium uji maksimal 4 {(empat)
hari kerja sejak sample/contoh diambil
dari pembudidaya.

Sample mutu hasil Uji

10 Hari

Draft Laporan Hasil Uji

Setelah sampie/contoh

diterima, laboratorium uji
menyelesaikan pangujian sample
dalam kurun waktu maksimal 10 hari
kerja.

Dvaft Laporen Hasil Uji

1 Hari

Laporan hasil uji

Setelah sample/contoh selesai
diuji,laboratorium uji menginput dan
meng-upload laporan hasil uji (LHU)
secara onling maksimal 1 {satu) hari
kerja.

Laporan Hasil Uji

1 Hari

Laporan hasil uji online

menyampaikan fotocopy LHU kepada
pemudidayapada triwulan benkutnya
setelah sample diambil. LHU
diberikan juga kepada ctoritas
pemerintah yang berwenang.
Penyampaian LHU dilakukan dengan
mengutamakan prinsip kerahasian.

[

Laporan hasit uji

1 Hari

Laporan hasil uji tefah
terdistribusi.

Memasukkan data sample yang telah
dikirim ke taboratorium dalam sistem
informasi manajemen pengendalian
residu dadam waktu paling lama 1
{satu) hari kefja sejak sample dikinirmn.

Laporan hasil Uji

1 Han

Laporan Hasit Uji

Laporan triwulan dan tahunan hasil
monitoring residu nasional dikinmkan
ke sekretariat ctoritas kompeten

I

Laporan hasil uji
pertriwulan dan tahunan

1 Hari

Laporan Triwulan dan
Tahunan telah didistribusikan,




Bidang
Pengelolaan Ruang Laut



Nomor SOP 523/43/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017
Tanggal Revisi g

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Perikanan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Subbagian/Bidang Pengbidlaan Ruang Laut
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP St i st

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor 17 Tahun 2013

1. Memahami dasar hukum reklamasi

[Keterkaitan mo_.._-cavo:oznw-v-:
1. SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2. SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
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Pelaksana Mutu Baku
. Kasi Kabid
No. Kegiatan Petugas Petugas Kepala Keterangan
Pelayanan Teknis Perencanaan Dinas Pengelolaan Kelengkapan Waktu Output
Ruang Laut Ruang Laut
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat I1zin Pelaksanaan Reklamasi |VAU Berkas Persyaratan . . -
1 ; . 10 men
dari Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi it |Disposisi
Pelavanan Saty Pinty
Disposisi untuk melaksanakan . - . C
SPT
2 pemetiksaan lokasi rekiamasi . Disposisi 30 Menit {SPT Pemeriksaan
Disposisi untuk melaksanakan ) i .
3 pemeriksaan Lokasi reklamasi . SPT Pemeriksaan 10 Menit [SPT Pemeriksaan
|
4 Melaksanakan pemeriksaan lokasi v SPT,Alat Ukur, Kostum 1 Hari Laporan Hasil
reklamasi Petugas. pemeriksaaniokasi reklamasi
) X
Membuat BAP dan rekomendasi hasil ) Laporan Hasil . :
$ |pemeriksaan lokasi apakah layak Tidpk pemeriksaanlokasi 2 jam mmxoams.amm_ Hasil lokasi
. ; . reklamasi
atau tidak mendapatkan izin Ya reklamasi
R Rekomendasi Hasil
6 _|IKI_ ) .
Membuat dokumen rekomendasi lokasi reklamasi 18 menit |Dokumen rekomendasi
 §
7 |validasiParaf Dokumen Rekomendasi |15 menit |2okumen Rekomendasi
tervalidasi/terparaf
Tanda Tangan Dokumen Dokumen Rekomendasi Dokumen Rekomendasi izin
8 |Rekomendasi surat izin lokasi surat izin lokasi 15 menit flokasi tertanda tangan kepala
rekiamasi I reklamasi dinas
Menyerahkan Dokumen
Rekomendasi surat izin lokasi Dokumen Rekomendasi Rekomendasi 1zin Lokasi
9 |reklamasi yang telah di Validasi/Paraf izin lokasi tertanda 15 menit

ke Dinas Penanaman modal dan

pelayanan satu pintu

tangan kepala dinas

Reklamasi




Nomor SOP 523/44/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang Pengelpfhan Ruang Laut
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP DS i S Y

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor 17 Tahun 2013

1. Memahami dasar hukum reklamasi

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2. SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 Printer
_mo_._snnta Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi.




Pelaksana Mutu Baku
R Kasi Kabid
No. Kegiatan Petugas Petugas Kepala Keterangan
Pelayanan Teknis Perencanaan Dinas Pengelolaan Kelengkapan Waktu Output
Ruang Laut Ruang Laut
Menerima Dokumen Pembuatan
4 |Surat Izin Lokasi Reklamasi dari Berkas Persyaratan 10 menit | Disposisi
Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi
Pelavanan Saty Pintis #
Disposisi untuk melaksanakan L . )
2 ) . SPT i
pemeriksaanLokasi Reklamasi . Disposisi 30 Menit 1SPT Pemeriksaan
Disposisi untuk melaksanakan ) ) .
3 pemeriksaanLokasi Reklamasi . SPT Pemeriksaan 10 Menit  |SPT Pemeriksaan
4 Melaksanakan pemeriksaanLokasi ¥ SPT,Alat Ukur, Kostum 1 Hari Laporan Hasil
Reklamasi Petugas. pemeriksaanlokasi reklamasi
1 4
Membuat BAP dan Rekomendasi . Laporan Hasil . . .
5 [hasil pemeriksaanlokasi apakah Tidpk pemeriksaantokasi 2 jam Mﬂﬂ:&MMamm_ Hasil lokasi
layak atau tidak mendapatkan izin Ya reklamasi :
Rekomendasi Hasil
. e
6 . .
Membuat dokumen rekomendasi lokasi reklamasi 15 menit |Dokumen rekomendasi
L
7 |Validasi/Paraf Dokumen Rekomendasi [ 15 menit _uo_EBma.w@onm:amm.
tervalidasi/terparaf
Tanda Tangan Dokumen Dokumen Rekomendasi Dokumen Rekomendasi izin
8 |Rekomendasi surat izin lokasi surat izin lokasi 15 menit jlokasi tertanda tangan kepaia
I i reklamasj dinas.
Menyerahkan Dokumen ]
Rekomendasi surat izin lokasi Dokumen Rekomendasi Rek dasi izin Lokasi
9 |reklamasi yang telah di Validasi/Paraf izin lokasi tertanda 15 menit exomendast izin Loxast

ke Dinas Penanaman modal dan

pelayanan satu pintu

tangan kepala dinas

Reklamasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

523/45/DKP-SOP.1/11/2017

Tanggal Pembuatan

01 Februari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Perikanan

Subbagian/Bidang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama SOP

Pembuatan Rekomendasi Surat |zin Pemanfaatan
WP3K

Dasar Hukum

Kualifikas| pelaksana

1. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor 17 Tahun 2013

1. Memahami dasar hukum reklamasi

L.xoﬁ;-_ca Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2. SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 Printer
_vfo.._an-»-__ Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi Kabid
No. Keglatan Petugas _um»_._n.m s Perencanaan _am._unﬁ Pengelolaan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelayanan Teknis Dinas
Ruang Laut Ruang Laut

Menerima Dokumen Pembuatan
1 [Surat izin Lokasi WP3K dari Dinas Berkas Persyaratan | o Disposisi

Penanaman Modal dan Pelayanan yang telah dilengkapi

Satit Pintuy

Disposisi untuk melaksanakan . . : .
2 ) SPT

pemeriksaan Lokasi WP3K. Disposisi 30 Menit  |SPT Pemeriksaan

Disposisi untuk melaksanakan ; "
3 pemeriksaan Lokasi WP3K . SPT Survey 10 Menit |SPT Pemeriksaan

|

4 Melaksanakan pemeriksaaniokasi v SPT,Alat Ukur, Kostum 1 Hari Laporan Hasil pemeriksaan

WP3K. Petugas. lokasi WP3K

)

Membuat BAP dan Rekomendasi . Laporan Hasil , A .
5 |hasil pemeriksaan lokasi apakah Tidpk pemeriksaan lokasi 2 jam ﬂﬂ%m: el

lavak atau tidak mendapatkan izin Ya WP3K

Rekomendasi Hasil
6 IMembuat dokumen rekomendasi _ _ lokasi WP3K 15 menit |Dokumen rekomendasi
L
7 |Validasi/Paraf Dokumen Rekomendasi | 15 menit oncim:_ Rekomendasi
tervalidasi/terparaf

Tanda ._.w_..mm.: Oox:.:.a: . Dokumen Rekomendasi . Uo_é.am: Rekomendasi izin
8 [Rekomendasi surat izin lokasi surat izin lokasi WP3K 15 menit |lokasi WP3K tertanda tangan

rekiamasi ] kepala dinas

Zm:ﬁ_‘m:xmj _uo_éq_w: . Dokumen Rekomendasi

Rekomendasi surat izin lokasi WP3K izin lokasi WP3K Rekomendasi Izin Lokasi
9 lyang telah di Validasi/Paraf ke Dinas 15 menit

Penanaman modal dan pelayanan
satu pintu

tertanda tangan kepala
dinas

WP3K




Nomor SOP 523/46/DKP-SOP.1/1/2017

Tanggal Pembuatan 01 Februari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Febygari 2017

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Subbagian/Bidang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Nama SOP PambustanRekomendas! Surat izin Pemanfastan

WP3K

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor 17 Tahun 2013

1. Memahami dasar hukum reklamasi

[Keterkaitan moz_.tavio:nr-v-:
1. SOP Surat Masuk 1 Buku Register
2. SOP Surat Keluar 2 Laptop
3 Printer
Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
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Pelaksana Mutu Baku
. Kasi Kabid
, t
No Kegiatan Petugas Petugas Perencanaan Kepala Pengelolaan Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
Pelayanan Teknis Dinas
Ruang Laut Ruang Laut
Menerima Dokumen Pembuatan
Surat Izin Pemanfaatan WP3K dari Berkas Persyaratan . . -
1 ; 10 menit |Disposisi
Dinas Penanaman Modal dan yang telah dilengkapi P
P Pintu Jh
2 [Disposist untuk melaksanakan sPT Disposisi 30 Menit |SPT Pemeriksaan
Survey Pemanfaatan WP3K P
Disposisi untuk melaksanakan . . ,
3 Survey Pemanfaatan WP3K SPT Pemeriksaan 10 Menit {SPT Pemeriksaan
}
4 Melaksanakan Survey Pemanfaatan y SPT,Alat Ukur, Kostum 1 Hari Laporan Hasil survey
WP3K Petugas. pemanfaatan WP3K
) |
z_mq_ccm” BAP dan Rekomendasi Tidhk Laporan Hasil survey ) Rekomendasi Hasil survey
5 |hasil survey Pemanfaatan WP3K survey pemanfaatan 2jam pemanfaatan WP3K
apakah tayak atau tidak Ya WP3K
Rekomendasi HasH
6 |Membuat dokumen rekomendasi survey pemanfaatan 15 menit |Dokumen rekomendasi
WP3K
7 |Validasi/Paraf Dokumen Rekomendasi |15 menit | 2°kumen Rekomendasi
tervalidasifterparaf
Tanda tangan dokumen rekomendasi Oox:i.m: Rekomendasi . Dokumen Rekomendasi
8 surat izin pemanfaatan WP3K surat izin survey 15 menit |survey pemanfaatan WP3K
P pemanfaatan WP3K tertanda tangan kepala dinas
- == ———
zm:,\w_..m_._xm: dokumen rekomendasi Dokumen Rekomendasi
surat izin pemanfaatan WP3K yang .
) S . survey pemanfaatan .. [Rekomendasi Izin survey
9 (telah di Validasi/Paraf ke Dinas 15 menit
WP3K tertanda tangan pemanfaatan WP3K
Penanaman modal dan pelayanan kepala dinas

satu pintu




